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ABSTRAK 
 
Zara Dwilistya W. (B 111 13 377), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 
Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor : 945/Pid.B/2016/ 
PN.Mks), dibawah bimbingan Bapak Muhadar sebagai Pembimbing I dan 
Bapak Amir Ilyas sebagai Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
terhadap tindak pidana penipuan dalam perkara putusan nomor 
945/Pid.B/2016/PN.Mks dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim 
dalam menjatuhkan putusan perkara nomor 945/Pid.B/2016/PN.Mks. 
 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, Propinsi Sulawesi 
Selatan, tepatnya dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. Penelitian ini 
dilakukan dengan cara pengambilan data yaitu dengan mengambil salinan 
dari salah satu putusan mengenai masalah tindak pidana penipuan dan 
wawancara dengan pihak yang bersangkutan yaitu dengan hakim yang 
menangani perkara penipuan dalam kasus ini . Selain itu, penulis juga 
melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku, literature-
literatur dan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan 
masalah-masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan hukum pidana 
terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam putusan Nomor: 
945/Pid.B/2016/PN.Mks, terdakwa didakwa menggunakan dakwaan alternatif 
yaitu kesatu Pasal 378 KUHP dan/atau kedua Pasal 372 KUHP. Dalam 
tuntutannya, Penuntut Umum menuntut terdakwa bersalah melakukan tindak 
pidana penipuan Pasal 378 KUHP, berdasarkan fakta-fakta hukum baik 
keterangan para saksi maupun terdakwa, dan barang bukti. Sehingga, 
penerapan hukum pidana pada perkara ini yaitu Pasal 378 KUHP telah 
sesuai dan tepat. Selanjutnya pertimbangan hukum Hakim dalam 
menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam putusan Nomor: 
945/Pid.B/2016/PN.Mks terdakwa dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) 
tahun dan 6 (enam) bulan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana 
penipuan pada Pasal 378 KUHP. Pertimbangan Hakim dalam perkara ini 
telah sesuai dimana hakim telah mempertimbangkan baik dari fakta-fakta di 
persidangan, keterangan saksi maupun terdakwa, alat bukti yang ada, 
keyakinan hakim serta hal-hal yang mendukung. Namun, sanksi pidana yang 
dijatuhkan masih sangat ringan, serta tidak menimbulkan efek jera kepada 
terdakwa yang memberikan rasa takut dan trauma bagi terpidana pada 
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khususnya, dan khalayak ramai pada umumnya, sebagaimana fungsi 
hukuman pidana pada mestinya. 
ABSTRACT 
 
Zara Dwilistya W. (B 111 13 377), Judicial Review of Crime Against 
Fraud (Case Study Verdict No. 945 / Pid.B / 2016 / PN.Mks), under 
the guidance of Mr. Muhadar as Supervisor I and Mr. Amir Ilyas as 
Supervisor II. 
This research aims to determine the implementation of criminal 
law against criminal fraud in verdict number 945 / Pid.B / 2016 / 
PN.Mks and to determine the legal considerations of judges in verdict 
number 945 / Pid.B / 2016 / PN.Mks. 
This research was held in the City of Makassar, South Sulawesi 
Province, precisely took place in the Makassar District Court. This 
research was conducted with data collection, which is to take a copy of 
a verdict regarding criminal fraud and interviews with the parties 
concerned, namely the judge handling the case of fraud in this case. In 
addition, the authors also conducted a literature study by examining 
books, literature and legislation relating to the issues to be discussed 
in this research. 
The results indicated that, the implementation of criminal law 
against perpetrators of criminal fraud in verdict number : 945 / Pid.B / 
2016 / PN.Mks, the defendant was charged using alternative charges 
that firstly in Article 378 of the Criminal Code and / or secondly in the 
Criminal Code Article 372. In its charges, the Public Prosecutor 
charged the defendant as guilty of fraud with Article 378 of the Criminal 
Code, based on facts of law, both the statements of witnesses and 
defendants, and evidence. Thus, the implementation of criminal law in 
this case namely Article 378 of the Criminal Code has been 
appropriate and suitable. Further judges consideration in imposing 
criminal sanctions against the defendant in the verdict No. 945 / Pid.B / 
2016 / PN.Mks that defendant is convicted imprisonment in 1 (one) 
year and 6 (six) months after being proved as criminal act of fraud on 
Article 378 of Criminal Code. The consideration of judges in this case 
was appropriate where the judge has to consider both of those facts in 
the trial, the testimony of witnesses or the defendant, the evidence 
availability, the judge's conviction and other supportive matter. 
However, the criminal sanction imposed is still very mild, and no 
deterrent effect inflicted to the defendant that may cause fear and 
vi 
 
trauma for those convicted in particular, and populace at large, as well 
as the function of the criminal penalties shall be. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Berbagai permasalahan hukum yang ada di Indonesia diatur didalam 
Undang-Undang dan berbagai peraturan yang berlaku. Dalam pasal 1 ayat 3 
Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah 
negara yang berdasarkan hukum (rechstaat), tidak berdasarkan atas 
kekuasaan belaka (machtstaat). Indonesia menganut dan menjadikan hukum 
sebagai falsafah bangsa serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam 
kehidupan bernegara sehingga dapat diartikan bahwa negara Indonesia 
adalah negara yang demokratis yang menjunjung tinggi hukum berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.  
Menurut Utrecht, hukum adalah: 
“Himpunan peraturan-peraturan yaitu yang berisi perintah-perintah 
dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat 
dan karena itu harus di taati oleh masyarakat itu.”1 
 
Meskipun hukum pada dasarnya adalah sesuatu yang abstrak 
sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda tentang defenisi hukum, 
tergantung dari sudut mana mereka memandangnya,2 namun salah satu 
kajian ilmu hukum yang dianggap sangat penting yang hidup dan 
1 Sudarsono, 2001, Pengantar Ilmu Hukum, PT Rineka Cipta, Jakarta, hal. 43. 
2Achmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, hal 11. 
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berkembang dalam kehidupan masyarakat adalah kajian ilmu hukum pidana. 
Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu 
negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:3 
1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang mana yang tidak boleh 
dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sangsi yang 
berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan 
tersebut. 
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang 
telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau 
dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamankan. 
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 
dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar 
larangan tersebut. 
Secara ringkas, pengertian hukum pidana adalah hukum yang 
mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. 
Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang 
merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Pelanggaran 
adalah perbuatan pidana yang ringan, ancaman hukumannya berupa denda 
atau kurungan. Sedangkan kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat, 
ancaman hukumannya dapat berupa denda, hukuman penjara, hukuman 
mati, dan kadang kala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-
3 Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal.1. 
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barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan 
hakim.4 
Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat 
dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun 
kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kesehariannya. 
Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa 
ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan 
antar individu dalam masyarakat.5 
Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada 
suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri, dan bahkan 
kadang-kadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan 
status diri. Masyarakat dewasa ini sering dihadapkan dengan masalah dari 
berbagai aspek, utamanya aspek ekonomi, dimana pada dasarnya 
seseorang akan selalu berusaha dalam memenuhi kebutuhan ekonominya 
dengan berbagai macam aktivitas penunjang ekonomi. Tak jarang, 
pemenuhan kebutuhan ekonomi berimbas hingga merugikan orang lain. 
Faktor lain yang menghambat pemenuhan kebutuhan ekonomi adalah 
minimnya lapangan pekerjaan membuat masyarakat sulit untuk 
mendapatkan penghasilan yang tetap dalam usaha memenuhi kebutuhan 
ekonominya. Karena dorongan berbagai macam kesulitan dalam pemenuhan 
4 Yulies Tiena Masriani, 2004, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 60.  
5Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education dan PuKAP, Makassar, hal. 1. 
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kebutuhan ekonomi itulah permasalahan sering muncul hingga 
mengakibatkan sering terjadinya tindak pidana guna memenuhi kebutuhan 
ekonomi yang mendesak.  
Di era globalisasi ini, jumlah pengangguran meningkat secara 
signifikan sehingga memberi pengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan 
masyarakat. Rendahnya tingkat kesejahteraan, minimnya tingkat pendidikan, 
serta kebutuhan ekonomi yang mendesak membuat masyarakat memilih 
cara-cara praktis dan taktis dalam memenuhi kebutuhannya tanpa peduli lagi 
terhadap norma atau kaidah hukum yang berlaku sehingga masyarakat tidak 
hanya mengalami krisis ekonomi, tetapi juga mengalami krisis moral yang 
berdampak pada terjadinya berbagai macam kejahatan dengan berbagai 
motif.  
Tidak bisa dipungkiri kejahatan semakin hari semakin merajalela di 
masyarakat. Tingkat kejahatan yang semakin tinggi sangat mengganggu 
keamanan dan ketertiban sehingga diperlukan adanya tindakan tegas untuk 
menindak pelaku kejahatan tersebut. 
Kejahatan atau perbuatan melanggar hukum tersebut salah satunya 
adalah tindak pidana penipuan yang merupakan tindak pidana terhadap harta 
benda yang diatur dalam Buku II KUHP ( tentang kejahatan) dalam Bab XXV, 
dimana kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam 
Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut : 
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“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama hukum 
palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian 
kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang 
sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun 
menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana 
penjara paling lama empat tahun.”6 
 
Pada kejahatan penipuan dapat dijumpai kedua belah pihak yakni 
pihak yang tertipu dan pihak yang menipu. Dalam prakteknya sering kali 
dijumpai kasus penipuan yang terletak di perbatasan pidana dan perdata. 
Banyak transaksi dalam perdagangan yang dirasakan sangat merugikan 
suatu pihak dan yang tidak jarang dipaksakan penyelesaiannya melalui 
proses pidana, karena pihak yang merasa dirugikan merasa jika melalui 
proses perdata akan mengalami suatu keterlambatan yang dipandang 
sebagai tambahan kerugian bila diperhitungkan. Maka pihak yang merasa 
dirugikan tersebut lebih memilih proses pidana agar perkara dapat diadili 
seadil-adilnya. 
Tindak pidana penipuan tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana 
jika tidak memenuhi unsur-unsur pokok tindak pidana penipuan yaitu: 
1. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain; 
2. Secara melawan hukum; 
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu 
muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong; 
6 Andi Hamzah, 2009, Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) Didalam KUHP, Sinar Grafika, 
Jakarta, hal. 110. (selanjutnya di sebut Andi Hamzah-1) 
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4. Menggerakkan orang lain; 
5. Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk 
memberi utang ataupun menghapuskan piutang. 
Dalam tindak pidana penipuan, terdapat banyak macam dan modus 
yang dilakukan pelaku untuk menggaet korban, salah satunya dengan 
menggunakan modus perdukunan. Kasus penipuan dengan modus 
perdukunan umumnya terjadi karena kurangnya wawasan dan pendidikan 
yang masyarakat miliki serta kepercayaan masyarakat terhadap dukun yang 
dianggap memiliki kekuatan gaib yang dapat membantu mereka melewati 
atau melalui kesulitan-kesulitan yang mereka alami. Karena alasan tersebut 
mereka kemudian terlena akan hal-hal yang berbau magis atau mistis untuk 
mendapatkan hasil yang lebih cepat dan praktis dibanding harus bersusah 
payah terlebih dahulu. Padahal tidak semua dukun atau paranormal dapat 
membantu kesulitan-kesulitan itu, bahkan beberapa atau sebagian dari 
mereka hanya berpura-pura membantu tapi nyata tidak melakukan apa-apa. 
Akibatnya banyak orang yang tertipu dan bukan menghilangkan kesulitan 
atau masalah yang mereka dapat, tetapi malah menambah kesulitan dan 
masalah mereka yaitu kerugian baik materiil ataupun immateriil yang dialami 
oleh korban. 
Modus perdukunan seperti dalam putusan nomor 945/Pid.B/2016/PN. 
MKS hanya didakwa dengan pasal 378 KUHP karena di dalam peraturan 
perundang-undangan yang lain belum diaturnya. Pengaturan tersebut 
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dijadikan sebagai pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap pelaku tindak pidana penipuan. Hal tersebut dikarenakan tindak 
pidana penipuan dengan modus perdukunan dianggap oleh pembentuk 
undang-undang belum merupakan tindak pidana yang membahayakan 
kepentingan negara dan negara belum merasa harus membentuk undang-
undang yang mengatur tentang tindak pidana penipuan dengan modus 
perdukunan. Padahal kenyataannya sudah banyak kasus penipuan dengan 
modus perdukunan yang terjadi dan cukup meresahkan masyarakat. 
Berdasarkan hal diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih 
jauh mengenai penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan 
melalui judul: 
“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus 
Putusan Nomor 945/Pid.B/2016/PN.MKS)” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat 
mengemukakan rumusan masalah yang timbul sebagai berikut: 
1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana 
penipuan dalam perkara putusan nomor 945/Pid.B/2016/PN.MKS? 
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan 
perkara nomor 945/Pid.B/2016/PN.MKS? 
C. Tujuan Penelitian 
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Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak 
pidana penipuan dalam perkara putusan nomor 
945/Pid.B/2016/PN.MKS. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
putusan perkara nomor 945/Pid.B/2016/PN.MKS. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengaruh berupa 
manfaat yang besar pada perkembangan ilmu hukum bagi Penulis, 
khususnya hukum pidana dan kepada civitas academia yang 
memiliki minat untuk melakukan penelitian tentang tindak pidana 
penipuan. 
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan 
pemikiran, sebagai sarana dalam mengembangkan penalaran, 
sekaligus mengetahui sejauh mana ilmu yang diperoleh dan 
diterapkan Penulis dalam penelitian ini dan juga memberikan 
kesadaran hukum kepada masyarakat umum mengenai pengaturan 
tindak pidana penipuan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang di kenal dalam hukum 
pidana Belanda yaitu strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum 
pidana sering menggunakan istilah dengan Bahasa latin Delictum atau 
Delicta namun tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang di maksud 
dengan strafbaar feit itu. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak 
dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana. Oleh 
karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari 
istilah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. 
Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana 
dengan istilah: 
1. Strafbaar Feit adalah peristiwa pidana; 
2. Strafbare Handlung diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang 
digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan 
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3. Criminal Act diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.7 
Tindak pidana yang dalam bahasa Belanda Strafbaarfeit disebut terdiri 
atas tiga kata, yaitu straf, baar, dan feit. Yang masing-masing memiliki arti: 8 
1. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, 
2. Baar diartikan sebagai dapat dan boleh, 
3. Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan 
perbuatan. 
Jadi, istilah strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau 
perbuatan yang dapat dipidana. 
Dalam bukunya, Adami Chazawi menjelaskan bahwa  ada tujuh istilah 
strafbaar feit yang di kenal di Indonesia. Istilah-istilah yang pernah 
digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam 
berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit antara 
lain yaitu tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, 
perbuatan yang boleh di hukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan 
perbuatan pidana.9 
H.R Abdussalam merumuskan bahwa: 
“Kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan 
7 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education dan PuKAP, Makassar, hal. 
18-19 
8 Ibid. 
9 Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 67 
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dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 
pidana. Untuk dapat dipidananya perbuatan yang dilarang dan 
diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, perbuatan 
tersebut harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan 
dengan kesadaran hukum masyarakat.”10 
 
Simons mengemukakan bahwa straffbaar feit adalah suatu tindakan 
melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang 
dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai 
dapat dihukum.11 
Van Manel merumuskan strafbaar feit adalah: 
“kelakuan orang (menselijke gedraging) yang di rumuskan dalam wet, 
yang bersifat melawan hukum, yang oatut dipidana (strafwaardig) dan 
dilakukan dengan kesalahan.”12 
 
Menurut Pompe, perkataan “tindak pidana” secara teoretis dapat 
dirumuskan sebagai berikut : 
“Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang 
dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh 
seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut 
adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya 
kepentingan umum.”13 
 
Menurut kamus hukum, tindak pidana adalah: 
“suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman; setiap perbuatan 
yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang 
10 H.R. Abdussalam, 2006, Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan 
Masyarakat, Restu Agung, Jakarta, hal. 13. 
11 Adami Chazawi, Op.cit, hal. 75. 
12 Moeljatno, 2002, Asas-asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, hal. 56. 
13 P.A.F. Lamintang 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 
182. 
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disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan 
lainnya.”14 
 
Moeljatno menyebutkan bahwa tindak (perbuatan) pidana adalah 
perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, 
barang siapa yang melanggarnya. Pengertian ini merujuk kepada sifat 
dilarangnya perbuatan tertentu dengan ancaman pidana tertentu jika 
dilanggar. Dalam konteks ini, perbuatan merupakan unsur pembentuk tindak 
pidana, karena keberadaan pelaku tindak pidana, ancaman pidana, sifat 
melawan hukum, dan alasan pembenar berpusat kepada perbuatan. Dengan 
kata lain, hal-hal tersebut bertujuan untuk mempertegas dilarangnya 
perbuatan tertentu.15 
Dari banyaknya istilah tentang strafbaarfeit, penulis berpendapat 
menggunakan istilah tindak pidana dengan alasan bahwa istilah tindak 
pidana bukan lagi menjadi istilah awam bagi masyarakat Indonesia dan telah 
digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan kita, misalnya 
Undang-Undang Tindak Pidana Suap, Undang-Undang Tindak Pidana 
Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-Undang Tindak 
Pidana Pencucian Uang dan RUU KUHP Tahun 2007 serta pada praktik 
penegakan hukum yakni putusan pada Pengadilan Negeri, Mahkamah 
Agung, dan sebagainya.  
14 M. Marwan dan Jimmy P, 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, hal. 651. 
15 Muh. Ainul Syamsu, 2016, Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana,  
Kencana, Jakarta, hal. 15 
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Perbedaan definisi diatas tidak menjadi masalah asalkan diketahui 
maksudnya dan dalam hal ini yang terpenting adalah isi dari pengertian 
tindak pidana dari rumusan yang ditetapkan oleh Tim Pengkajian Hukum 
Pidana Nasional sebagai berikut: 
“Tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau  tidak melakukan 
sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai 
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.”16 
 
2. Unsur-unsur tindak pidana 
Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai tindak pidana 
jika memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana 
dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif17 dan segi objektif18. 
Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :19 
a. Kesengajaan (dolus) atau ketidaksengajaan (culpa); 
b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau poging 
seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP; 
16 M. Hamdan, 2000, Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup, Mandar Maju, Bandung   
hal. 35. 
17 Unsur Subjektif adalah unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang 
dihubungkan dengan diri sipelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung 
didalam hatinya. 
18 Unsur objektif adalah unsur-unsur yang berhubungan dengan tindakan (perbuatan) pelaku yang 
bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan 
ancaman hukum. 
19 P.A.F. Lamintang, Op.cit, hal 193-194. 
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c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat dalam 
kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, 
dan lain-lain; 
d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad yang 
terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; 
e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak 
pidana menurut Pasal 308 KUHP. 
Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai 
berikut : 
a. Sifat melawan hukum atau wederrechttelijkheid; 
b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai 
negeri; 
c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai 
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 
Dalam KHUP juga membagi unsur-unsur tindak pidana dari segi unsur 
subjektif dan unsur objektif, yakni:20 
a. Unsur Subjektif: 
1) Unsur kesalahan dan 
2) Unsur melawan hukum. 
b. Unsur objektif: 
1) Unsur tingkah laku; 
20 Adami Chazawi, Op.cit, hal. 82. 
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2) Unsur akibat konstitutif; 
3) Unsur keadaan yang menyertai; 
4) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana; 
5) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; 
6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana; 
7) Unsur objek hukum tindak pidana; 
8) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; 
9) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. 
Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut beberapa 
teoretis. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang 
tercermin pada bunyi rumusannya.21  
Adapun batasan tindak pidana oleh teoritis, yakni Moeljatno, R. 
Tresna, Vos yang merupakan penganut paham dualisme, dan Jonkers, 
Schravendijk yang merupakan penganut paham monisme. 
Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :22 
a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia; 
b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman 
oleh Undang-Undang; 
c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum; 
21 Ibid, hal. 79. 
22 Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung, hal. 
98. 
15 
 
                                                             
d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 
e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat. 
Dari rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni: 
23 
a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia); 
b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 
c. Diadakan tindakan penghukuman. 
Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman 
terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu 
selalu diikuti dengan penghukuman (pemidanaan). Berbeda dengan 
Moeljatno, Karena kalimat diancam dengan hukuman berarti perbuatan itu 
tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi hukuman/pidana. 
Menurut bunyi batasan yang di buat Vos, dapat ditarik unsur-unsur 
tindak pidana adalah:24 
a. Kelakuan manusia; 
b. Diancam dengan pidana; 
c. Dalam peraturan perundang-undangan. 
Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut 
paham dualisme tersebut, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu 
adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang dan 
23 Adami Chazawi, Op.cit, hal. 80. 
24 Ibid. 
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diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas 
terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau 
dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya. 
Akan tetapi, jika dibandingkan dengan pendapat penganut paham 
monisme, memang tampak berbeda. Penulis mengambil dua rumusan saja 
yang di muka telah dikemukakan, yaitu Jonkers dan Schravendijk. 
Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme) dapat 
dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:25 
a. Perbuatan (yang); 
b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan); 
c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat); 
d. Dipertanggungjawabkan. 
Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara 
panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut: 
a. Kelakuan (orang yang); 
b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum; 
c. Diancam dengan hukuman; 
d. Dilakukan oleh orang (yang dapat); 
e. Dipersalahkan/kesalahan. 
Walaupun rincian dari tiga rumusan di atas tampak berbeda-beda, 
namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara 
25 Ibid, hal. 81. 
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unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri 
orangnya. 
Maka untuk terjadinya perbuatan atau tindak pidana harus memenuhi 
unsur sebagai berikut: 
a. Adanya perbuatan (manusia) 
b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan 
syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 ayat (1) KUHP); 
c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait 
dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiildalam 
fungsinya yang negatif). 
3. Jenis-jenis tindak pidana 
Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan di temukan beragam 
tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana 
dapat di bedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut: 
a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang 
dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam 
buku III.  
Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis 
pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan. Hal ini dapat 
diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang 
diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan 
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dan denda, sedangkan kejahatan dengan ancaman pidana 
penjara. 
b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak 
pidana formil dan tindak pidana materil.  
Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan 
sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa larangan yang 
dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. 
Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak 
memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai 
syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan hanya pada 
perbuatannya. Tindak pidana materil adalah menimbulkan akibat 
yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat 
yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. 
c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak 
pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan 
sengaja (culpa).  
Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam 
rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung 
unsur kesengajaan, sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah 
tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa. 
d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara 
tindak pidana aktif dan dapat juga disebut tindak pidana 
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komisi dan tindak pidana pasif disebut juga tindak pidana 
omisi.  
Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya 
berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang 
untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota 
tubuh orang yang berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang 
dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. 
Tindak pidana pasif ada 2 (dua) macam, yaitu tindak pidana pasif 
murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni.Tindak pidana pasif 
murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau 
tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur 
perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, 
tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang 
pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan 
dengan cara tidak berbuat aktif atau tindak pidana yang 
mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak 
berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul. 
e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya,dapat 
dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak 
pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau 
berlangsung terus menerus. 
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Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk 
terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu 
singkat saja, disebut juga dengan aflopende delicten. Sebaliknya, 
ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga 
terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah 
perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus 
menerus yang disebut dengan voordurende delicten. Tindak pidana 
ini juga dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan 
suatu keadaan yang terlarang. 
f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak 
pidana umum dan tindak pidana khusus. 
Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat 
dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan 
Buku III). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak 
pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP. 
g. Dilihat dari segi subjeknya, dapat dibedakan antara tindak 
pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh 
semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang 
hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). 
Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk 
berlaku pada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan yang tidak 
patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang 
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berkualitas tertentu saja, misalnya: pegawai negeri (pada kejahatan 
jabatan), nakhoda (pada kejahatan pelayaran) dan sebagainya. 
h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, 
maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana 
aduan. 
Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana 
yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya 
dantidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. 
Sementara itu, tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat 
dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya 
pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan. 
i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, dapat 
dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana 
diperberat dan tindak pidana yang diperingan. 
Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang 
dibentuk menjadi : 
1. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau 
dapat juga disebut dengan bentuk standar; 
2. Dalam bentuk yang diperberat; 
3. Dalam bentuk ringan. 
Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, 
artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan. Sementara 
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itu, pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingantidak 
mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok, melainkan sekedar 
menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, 
kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat 
memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. 
Adanya faktor pemberat atau faktor peringan menjadikan ancaman 
pidana terhadap bentuk tindak pidana yang diperberat atau yang 
diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada 
bentuk pokoknya. 
j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak 
pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada 
kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan 
perundang-undangan. 
Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam 
KUHP didasarkan pada kepentingaan hukum yang dilindungi. 
Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat 
disebutkan misalnya dalam buku II KUHP. Untuk melindungi 
kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan 
kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I KUHP), untuk 
melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi 
penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum 
(Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap 
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hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian 
(Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV KUHP), Pemerasan 
dan Pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya. 
k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu 
larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak 
pidana berantai. 
Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang di rumuskan 
sedemikian rupa, sehingga untuk dipandang selesainya tindak 
pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali 
perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah 
berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu, yang dimaksud 
dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang 
dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai 
selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan 
secara berulang.26 
 
 
 
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan 
1. Pengetian Tindak Pidana Penipuan 
26 Amir Ilyas, Op.cit hal. 28-34. 
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Tindak pidana penipuan dalam hukum pidana merupakan kejahatan 
terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV 
dari pasal 378 sampai dengan pasal 395. Setiap pasal tersebut 
mempunyai bentuk-bentuk penipuan yang berbeda-beda, begitu pula 
pengertian dari tindak pidana itu sendiri berbeda tetapi memiliki makna 
yang sama. Mengenai pengertian dari penipuan, Penulis akan 
menguraikan sebagai berikut: 
a) Penipuan menurut pengertian Bahasa 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penipuan 
berasal dari kata tipu yang berarti adalah perbuatan atau perkataan 
yang tidak jujur atau bohong, palsu, dan sebagainya dengan 
maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung. 
Sedangkan penipuan adalah proses, cara, perbuatan menipu serta 
perkara menipu.27 
b) Penipuan menurut pengertian KUHP 
Pengertian tindak pidana penipuan diatur dalam Buku II KUHP 
dalam Bab XXV dari pasal 378 sampai dengan pasal 395. Setiap 
pasal tersebut mempunyai bentuk-bentuk penipuan yang berbeda-
beda. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi 
melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu 
27 Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi 
Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 1471. 
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perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan 
pelakunya dapat dipidana. Penulis akan menguraikan sebagai 
berikut 
Pasal 378 KUHP:  
”Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau diri 
orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama 
palsu atau keadaan palsu, maupun dengan tipu daya, ataupun 
dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang 
supaya menyerahkan barang, atau supaya membuat utang atau 
menghapuskan piutang”. 
 
Berdasarkan unsur-unsur dari tindak pidana penipuan yang 
terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. 
Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa :  
“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, 
rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan 
maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian 
kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun 
demikian rupa yang merupaka cerita sesuatu yang seakan-akan 
benar”.28 
 
Penipuan adalah suatu bentuk dari berkicau. Sifat umum dari 
perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena 
itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya. 
Pidana bagi tindak pidana penipuan ialah pidana penjara maksimum 
empat tahun tanpa alternative denda. Jadi tindak pidana penipuan 
dipandang lebih berat daripada tindak pidana penggelapan karena pada 
28 R. Sugandhi, 1980, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, Usaha 
Nasional, Surabaya, hal. 396. 
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tindak pidana penggelapan ada alternatif denda. Oleh karena itu, penuntut 
umum yang menyusun dakwaan primair dan subsidair kedua pasal ini 
harus mencantumkan tindak pidana penipuan pada dakwaan primair, 
sedangkan dakwaan subsidiair ialah penggelapan.29 
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan 
Setiap pasal yang mengatur tentang tindak pidana penipuan yang 
diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari pasal 378 sampai dengan 
pasal 395 yang mempunyai jenis-jenis penipuan yang berbeda-beda. jenis-
jenis penipuan tersebut adalah sebagai berikut: 
1) Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dalam 
bentuk pokok; 
2) Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan; 
3) Pasal 379 a KUHP merupakan bentuk pokok yang disebut 
penarikan botol (Flessentrekkerij) yang mengatur tentang 
tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa membayar 
lunas harganya.  
4) Pasal 380 ayat 1-2 KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan 
nama dan tanda atas sesuatu karya ciptaan orang; 
5) Pasal 381 KUHP mengenai penipuan pada pertanggungan 
atau perangsuransian; 
29 Andi Hamzah-1, Op.cit, Jakarta, hal. 112. 
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6) Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana yang menimbulkan 
kerusakan pada benda yang dipertanggungkan; 
7) Pasal 382 bis KUHP mengatur tentang tindak pidana 
persaingan curang atau oneerlijke mededinging; 
8) Pasal 383 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam 
jual-beli; 
9) Pasal 383 bis KUHP mengatur penipuan dalam penjualan 
beberapa salinan (copy) kognosement; 
10) Pasal 384 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam 
jual beli dalam bentuk geprivilegeerd; 
11) Pasal 385 KUHP mengatur tentang tindak pidana penipuan 
yang menyangkut tanah; 
12) Pasal 386 KUHP mengatur penipuan dalam penjualan bahan 
makanan dan obat; 
13) Pasal 387 KUHP mengatur penipuan terhadap pekerjaan 
pembagunan atau pemborongan; 
14) Pasal 388 KUHP mengatur penipuan terhadap penyerahan 
barang untuk angkatan perang; 
15) Pasal 389 KUHP mengatur penipuan terhadap batas 
pekarangan; 
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16) Pasal 390 KUHP mengatur tindak pidana penyebarluasan 
berita bohong yang membuat harga barang-barang 
kebutuhan menjadi naik; 
17) Pasal 391 KUHP mengatur penipuan dengan memberikan 
gambaran tidak benar tentang surat berharga; 
18) Pasal 392 KUHP mengatur penipuan dengan penyusunan 
neraca palsu; 
19) Pasal 393 KUHP mengatur penipuan dengan nama firma 
atau merk atas barang dagangan; 
20) Pasal 393 bis KUHP mengatur penipuan dalam lingkungan 
pengacara; 
21) Pasal 394 KUHP mengatur penipuan dalam kelurga; dan 
22) Pasal 395 KUHP mengatur tentang hukuman tambahan. 
Penulis akan menguraikan pasal-pasal yang mengatur jenis-jenis 
dari tindak pidana penipuan yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab 
XXV dari pasal 378 sampai dengan pasal 395, yakni sebagai berikut: 
Pasal 378 KUHP:  
”Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau diri 
orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama 
palsu atau keadaan palsu, maupun dengan tipu daya, ataupun 
dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang 
supaya menyerahkan barang, atau supaya membuat utang atau 
menghapuskan piutang”. 
 
Pasal 379 KUHP: 
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“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 278, jika barang yang 
diberikan itu bukan hewan dan harga barang, utang atau piutang 
itu lebih dari Rp.250,- dihukum karena penipuan ringan, dengan 
hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda 
sebanyak-banyaknya Rp. 900,-“ 
 
Pasal 379a KUHP: 
“Barangsiapa membuat pencaharianyya atau kebiasaannya 
membeli barang-barang dengan maksud supaya ia sendiri atau 
orang lain mendapat barang itu dengan tidak melunaskan sams 
sekali pembayarannya, dihukum penjara selama-lamanya empat 
tahun.” 
 
Pasal 380 KUHP: 
(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan 
bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 75.000,-, dihukum 
1e.   barangsiapa menaruh sesuatu nama atau tanda palsu, 
atau memalsukan nama atau tanda yang asli pada aatau 
didalam suatu buatan tentang kesusasteraan, ilmu 
pengetahuan, kesenian atau kerajinan dengan maksud 
supaya orang percaya dan menerima, bahwa buatan itu 
sebenarnya dibuat oleh orang yang namanya atau 
tandanya ditaruh pada atau didalam buatan itu; 
2e. barangsiapa dengan sengaja menjual, menawarkan, 
menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau membawa 
masuk ke Negara Indonesia sesuatu buatan 
kesusasteraan, ilmu pengetahuan, kesenian atau 
kerajinan yang diatasnya atau didalamnya ditaruh 
sesuatu nama atau tanda palsu atau nama yang 
dipalsukan seolah-olah buatan itu sebenarnya asal buah 
tangan orang yang namanya atau tandanya palsu ditaruh 
pada atau didalam buatan itu.  
(2) Buatan itu jika kepunyaan terhukum, dapat dirampas. 
 
Pasal 381 KUHP: 
“Barangsiapa dengan akal dan tipu muslihat menyesatkan orang 
menanggung asuransi tentang hal ikhwal yang berhubungan 
dengan tanggungan itu, sehingga ia menanggung asuransi itu 
membuat perjanjian yang tentu tidak akan dibuatnya atau tidak 
dibuatnya dengan syarat serupa itu, jika sekiranya diketahuinya 
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keadaan hal ikhwal yang sebenar-benarnya, dihukum penjara 
selama-lamanya satu tahun empat bulan.”  
 
Pasal 382 KUHP: 
 
“Barangsiapa dengan maksud akan menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain dengan melawan hak, sedang hal itu merugikan 
yang menanggung asuransi atau orang yang dengan syah 
memegang surat penanggungan barang dikapal, membakar atau 
menyebabkan letusan dalam sesuatu barang yang masuk 
asuransi bahaya api, atau mengaramkan atau mendamparkan, 
membinasakan, atau merusakkan sehingga tak dapat dipakai lagi 
kapal (perahu) yang dipertanggungkan atas atau yang muatannya 
atau upah muatannya yang akan diterima telah dipertanggungkan 
atau yang untuk melengkapkan kapal (perahu) itu, dihukum 
penjara selama-lamanya lima tahun.” 
 
Pasal 382 bis KUHP: 
“Barangsiapa melakukan sesuatu perbuatan menipu untuk 
mengelirukan orang banyak atau seorang, yang tertentu dengan 
maksud akan mendirikan atau membesarkan hasil 
perdagangannya atau perusahaannya sendiri atau kepunyaan 
orang lain, dihukum, karena bersaing curang, dengan hukuman 
penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda 
sebanyak-banyaknya Rp. 13.000,00-, jika hal itu dapat 
menimbulkan sesuatu kerugian bagi saingannya sendiri atau 
saingan orang lain.” 
 
Pasal 383 KUHP: 
Dengan hukuman penjara selama-lamanyasatu tahun empat bulan 
dihukum penjual yang menipu pembeli: 
1e. dengan sengaja menyerahkan barang lain dari pada yang 
telah ditunjuk oleh pembeli; 
2e. tentang keadaan, sifat atau banyaknya barang yang 
diserahkan itu dengan memakai akal dan tipu muslihat.” 
 
 
 
Pasal 383 bis KUHP: 
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“Pemegang surat pengangkutan dilaut (cognossement) yang 
dengan sengaja mempunyai beberapa lembar surat 
cognossement serta telah diikat dengan perjanjian hutang untuk 
keperluan beberapa orang yang harus mendapatnya, dihukum 
penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.” 
 
Pasal 384 KUHP: 
“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 383, jika harga 
keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari Rp. 250,- dihukum 
penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-
banyaknya Rp. 900,-“ 
 
Pasal 385 KUHP: 
Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun dihukum: 
1e. barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri 
sendiri  atau orang lain dengan melawan hak menjual, 
menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak 
rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir 
atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah 
tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, 
sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau 
turut berhak atas barang itu; 
2e.  barangsiapa dengan maksud yang serupa menjual, menukar 
atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat 
dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau 
sebuah rumah, perbuatan tanaman atau bibit tanah tempat 
orang menjalankan hak raklyat dalam memakai tanah itu, 
sedang tanah dan barang itu memang sudah dijadikan 
tanggungan utang, tetapi ia tidak memberitahukan hal itu 
kepada pihak yang lain; 
3e. barangsiapa dengan maksud yang serupa menjadikan 
tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah 
pemerintah atau tanah partikulir dengan menyembunyikan 
kepada pihak lain, bahwa tanah tempat orang menjalankan 
hak itu sudah digadaikan; 
4e. barangsiapa dengan maksud yang serupa menggadaikan 
atau menyewakan sebidang tanah tempat orang 
menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang 
diketahuinya, bahwa orang lain yang berhak atau turut 
berhak atas tanah itu; 
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5e. barangsiapa dengan maksud yang serupa, menjual atau 
menukarkan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak 
rakyat memakai tanah itu yang telah digadaikan, tetapi tidak 
memberitahukan kepada pihak yang lain, bahwa tanah itu 
telah digadaikan. 
6e.  barangsiapa dengan maksud yang serupa menyewakan 
sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat 
memakai tanah itu untuk sesuatu masa, sedang diketahuinya 
bahwa tanah itu untuk masa itu juga telah disewakan kepada 
orang lain.” 
 
Pasal 386 KUHP: 
(1) Barangsiapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang 
makanan atau minuman atau obat, sedang diketahuinya 
bahwa barang-barang itu dipalsukan dan kepalsuan itu 
disembunyikan, dihukum penjara selama-lamanya emoat 
tahun. 
(2) Barang makanan atau minuman atau obat itu dipandang palsu, 
kalua harganya atau gunanya menjadi kurang, sebab sudah 
dicampuri dengan zat-zat lain. 
 
Pasal 387 KUHP:  
(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun 
dihukum seorang pemborong atau ahli bangunan dari sesuatu 
pekerjaan atau penjual bahan-bahan bangunan yang pada 
waktu mengerjakan perbuatan itu atau pada waktu 
menyerahkan bahan-bahan bangunan itu melakukan sesuatu 
akal tipu, yang dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan 
orang atau barang, atau bagi keselamatan negara waktu ada 
perang. 
(2) Dengan hukuman itu juga dihukum barangsiapa diwajibkan 
mengawasi pekerjaan atau penyerahan bahan-bahan 
bangunan itu, dengan sengaja membiarkan akal tipu tadi. 
 
 
 
Pasal 388 KUHP: 
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(1) Barangsiapa pada waktu meyerahkan barang keperluan 
balatentara laut atau darat melakukan akal tipu, yang dapat 
mendatangkan bahaya bagi keselamatan negara waktu ada 
perang, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. 
(2) Dengan hukuman itu juga dihukum barangsiapa diwajibkan 
mengawasi penyerahan barang itu, dengan sengaja 
membiarkan akal tipu tadi. 
 
Pasal 389 KUHP: 
“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain dengan melawan hak, membinasakan, 
memindahkan, membuang atau membuat sehingga tidak terpakai 
lagi barang yang dipergunakan untuk menentukan batas 
pekarangan, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan 
bulan.” 
 
Pasal 390 KUHP: 
“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan 
harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan 
menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua 
tahun delapan bulan.” 
 
Pasal 391 KUHP: 
 “Barangsiapa yang diwajibkan dirinya atau memberi pertolongan 
akan menjual surat utang dari sesuatu negeri atau dari sebagian 
negeri atau dari sesuatu balai umum atau saham atau surat utang 
dari sesuatu perkumpulan, balai atau perseroan, mencoba 
membujuk umum supaya membeli atau turut mengambil bahagian, 
dengan sengaja menyembunyikkan atau merusakkan keadaan 
atau hal ikhwal yang sebenar-benarnya atau membayangkan 
keadaan atau hal  ikhwal yang palsu, dihukum penjara selama-
lamanya empat tahun.” 
 
Pasal 392 KUHP: 
“Pedangang, pengurus atau komisaris (pembantu) perseroan yang 
tidak bernama maskapai andil Bumiputera atau dari perkumpulan 
koperasi, yang dengan sengaja mengumumkan keadaan atau 
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neraca (balans) yang tidak benar, dihukum penjara selama-
lamanya satu tahun empat bulan” 
 
Pasal 393 KUHP: 
(1) Barangsiapa membawa masuk ke negara Indonesia dengan 
tidak jelas akan dibawa keluar lagi, atau menjual, menawarkan 
menyerahkan, membagikan atau menyediakan untuk dijual 
atau dibagikan, barang yang diketahuinya atau dengan 
sepatutnya harus disangkanya, bahwa pada barang itu sendiri 
atau pada bungkusannya, diletakkan nama palsu, firma atau 
merek yang menjadi hak orang lain untuk menyatakan asalnya, 
diletakkan nama sebuah tempat yang tentu dengan 
ditambahkna nama atau firma palsu ataupun sekira pada 
barang itu sendiri atau pada bungkusannya diletakkan nama 
tiruan, firma atau merek yang demikian walaupun dengan 
perubahan sedikit, dihukum penjara selama-lamanya empat 
bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 
9.000,- 
(2) Jika pada waktu melakukan kejahatan itu belum lalu 5 tahun 
sejak penghukuman dahulu bagi tersalah Karena kejahatan 
yang semacam itu juga, dapat dijatuhkan hukuman penjara 
selama-lamanya Sembilan bulan.   
 
Pasal 393 bis KUHP: 
(1) Pengacara yang dengan sengaja memasukkan atau suruh 
memasukkan  keterangan tentang tempat tinggal atau  tempat 
kediaman orang yang tergugat atau orang yang berutang, 
dalam surat yang berisi gugat bercerai atau gugat 
membebaskan laki/isteri dari pada kewajiban tinggal serumah 
(bercerai dari meja makan dan tempat tidur) atau dalam 
permintaan palit, maupun dalam surat yang bersangkutan 
dengan itu sedang diketauhinya atau patut disangkanya, 
bahwa keterangan itu berlawanan dengan kebenaran, dihukum 
dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun. 
(2) Dihukum dengan hukuman yang sama, laki/isteri yang 
menggunakan atau penagih utang yang atas peermintaannya 
dituntutkan permintaan palit, yang dengan sengaja  
memberikan keterangan palsu seperti dimaksudkan dalam ayat 
(1) kepada seorang pengacara. 
 
Pasal 394 KUHP: 
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“Ketentuan dalam pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan 
yang diterangkan dalam bab ini, kecuali bagi kejahatan yang 
diterangkan dalam (ayat kedua dari pasal 393 bis itu) sekedar 
kejahatan itu dilakukan mengenai keterangan tentang tergugat 
bercerai atau guigat membebaskan laki/isteri daripada kewajiban 
tinggal serumah” 
 
Pasal 395 KUHP: 
(1) Pada waktu menjatuhkan hukuman karena salah satu 
kejahatan yang diterangkan dalam bab ini hakim dapat 
memerintakan supaya mengumumkan keputusannya dan 
tersalah dapat di pecat dari menjalankan jabatannya, dalam 
mana dilakukannya kejahatan itu. 
(2) Pada waktu menjatuhkan hukuman Karena salah satu 
kejahatan yang diterangkan pada pasal 378, 382, 385, 387, 
388, dan 393 bis, dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak 
yang tersebut dalam pasal 35 no. 1-4.30 
 
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan 
Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam 
Pasal 378 KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut: 
a. Membujuk orang supaya menyerahkan suatu barang, supaya 
membuat utang atau menghapus piutang; 
b. Maksudnya hendak menguntungkan diri sendiri atau diri orang lain 
dengan melawan hukum; 
c. Membujuknya itu harus memakai cara-cara tertentu yaitu: 
1) Memakai nama palsu 
2) Memakai keadaan palsu 
3) Memakai tipu daya 
30 R. Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Bogor, hal. 260. 
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4) Mempergunakan karangan perkataan bohong.31 
Jadi maksud membujuk artinya melakukan pengaruh dengan 
kelicinan terhadap orang, sehingga orang itu menuruti berbuat sesuatu yang 
apabila ia mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat 
demikian itu.  
Nama palsu yaitu nama yang bukan nama sendiri, nama “Saimin” 
dikatakan “Zaimin” itu bukan menyebut nama palsu, akan tetapi jika ditulis, 
dianggap sebagai menyebut nama palsu.  
Keadaan palsu artinya mengaku dan bertindak misalnya sebagai 
agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar pos, dan 
sebagainya, yang sebenarnya ia bukan penjabat-penjabat itu.  
Tipu daya yaitu suatu tipu muslihat atau suatu akal cerdik, salah suatu 
tipu yang begitu licinnya, sehingga  seorang yang berkecerdasan normal 
dapat tertipi. Satu tipu daya sudah cukup, asal cukup licinnya.  
Karangan perkataan-perkataan bohong artinya suatu karangan 
perkataan bohong (sedikitnya dua perkataan bohong) yang tersusun 
demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat tertutup dengan 
kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera tentang 
sesuatu yang seakan-akan benar.32 
31 R. Soesilo, 1984, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, 
Politeia, Bogor, hal. 134 
32 Ibid, hal. 135 
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Dalam bukunya, Yahman menggolongkan unsur-unsur tindak pidana 
penipuan yang diatur dalam pasal 378 KUHP menjadi dua unsur pokok yaitu 
unsur objektif dan subjektif: 
1. Unsur objektif yaitu membujuk/ menggerakkan orang lain dengan 
alat pembujuk/ penggerak: 
a) Memakai nama palsu; 
b) Martabat/keadaan palsu; 
c) Rangkaian kata bohong, tipu muslihat; 
d) Menyerahkan sesuatu barang; 
e) Membuat utang; 
f) Menghapuskan piutang. 33 
Nama palsu atau martabat palsu, yang di maksud dengan 
nama palsu atau martabat palsu, yaitu nama yang digunakan 
bukan nama aslinya melainkan nama orang lain, martabat atau 
kedudukan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, 
termasuk nama tambahan yang tidak dikenal oleh orang lain. Pasal 
dalam Code Penal Perancis tentang penipuan (Pasal 405 C.P.) 
tidak menggunakan perkataan “memakai nama palsu”, akan tetapi 
perkataan “menggunakan” nama palsu. Hal ini menimbulkan suatu 
perbedaan pendapat, bertitik tolak dari perbedaan dapat dilihat 
Hoge Raad 19 Juni 1855, W. 1783 seorang laki-laki menggerakan 
33 Yahman, 2014, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan, Kencana, Jakarta, hal.113 
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seorang pesuruh, yang dating menyampaikan suatu bungkusan 
kepada seorang wanita untuk menyerahkan bungkusan itu 
kepadanya, dengan mengakui bahwa ia mempunyai anak 
perempuan dengan nama yang tertera pada bungkusan itu, 
padahal bukan keadaannya. Orang itu dipidana karena penipuan 
dengan sarana mempergunakan nama palsu juga memakai 
martabat palsu. 
Tipu muslihat yang dimaksud yaitu suatu perbuatan dengan 
akal licik dan tipu daya untuk memperalat orang lain sehingga 
seseorang tergerak hatinya untuk mengikuti kehendak seseorang 
menjadi percaya atau yakin atas kebenaran dari sesuatu  kepada 
orang lain atas suatu tindakan, termasuk menunjukkan surat-surat 
yang palsu. Dalam perkembangannya tipu muslihat terjadi 
perbedaan pendapat oleh para sarjana, perkataan tipu muslihat 
pertama kali dipakai oleh Modderman, yang mengusulkan dalam 
Komisi de Wal untuk merumuskan sarana penipuan sebagai 
berikut: ”Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri 
sendiriatau orang lain secara melawan hukum menggerakkan 
orang lain dengan memakai nama palsu atau kualitas palsu, atau 
dengan tipu muslihat, diancam dengan pidana karena penipuan.” 
Rangkaian kebohongan, yaitu suatu perbuatan dengan 
perkataan yang tidak cukup satu perkataan bohong, melainkan 
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beberapa kebohongan yang membuat orang lain terpengaruh atau 
terpedaya olehnya, rangkaian kata kebohongan yang diucapkan 
secara tersusun menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai 
sesuatu yang logis dan benar, kata-kata yang diucapkan 
membenarkan kata yang satu atau memperkuat kata yang lain. 
Pada permulaan abad ke-19 dalam rencana Lijfsrafflijk Wetboek 
(Kitab Undang-Undang Pidana Siksaan Badan) tahun 1804 dan 
juga dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Kriminal) 
tahun 1809, pembuat undang-undang merangkuh lebih jauh setiap 
perbuatan curang diancam dengan pidana. Dalam 
perkembangannya di samping rangkaian kebohongan tipu muslihat 
juga untuk dipertahankan sebagai perlengkapan untuk meghadapi 
perbuatan pidana yang dilakukan tanpa mengucapkan suatu 
perkataan pun. Menurut de Pinto, yang dimaksud dengan 
rangkaian kebohonagn  yaitu suatu rangkaian kebohongan yang 
sedemikian rupa sehingga orang yang berpikir sehat dapat menjadi 
korban. 
Menggerakkan orang lain yaitu suatu perbuatan yang 
disamakan dengan “membujuk “ orang lain, yaitu memengaruhi 
seseorang sedemikian rupa atau dengan cara tertentu sehingga 
orang lain mau berbuat sesuai kehendak pelaku untuk 
menyerahkan barang. Dalam perbuatan menggerakkan orang 
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untuk menyerahkan barang harus ada hubungan kausal antara alat 
penggerak itu dan penyerahan barang, dengan dipergunakan alat-
alat penggerak menciptakan suatu situasi yang tepat untuk 
menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang itu 
terperdaya karenanya. 
Barang yaitu barang yang berwujud dan barang yang tidak 
berwujud, barang berwujud antara lain pakaian, uang, dan mobil, 
sedangkan barang yang tidak berwujud antara lain aliran listrik, dan 
gas. Barang yang diserahkan itu bukan karena pencurian, 
melainkan yaitu korban tergerak untuk memberikan atau 
menyerahkan barang kepada pelaku atas suatu tindakan dengan 
akal cerdiknya. 
Membuat utang atau menghapuskan piutang yaitu suatu 
perbuatan yang menimbulkan kerugian secara materiel orang lain, 
yaitu seseorang yang digerakkan dengan suatu tindakan oleh 
pelaku yang dapat memengaruhi orang lain, untuk menyerahkan 
barang sesuatu atau supaya memberi utang maupun 
menghapuskan piutang.34 
2)  Unsur-unsur subyektif 
a) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain; 
34 Ibid,  hal. 116. 
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Dengan maksud, yaitu tujuan yang dikehendaki oleh pelaku 
atau mengetahui akibat yang akan terjadi, dengan maksud di 
sini merupakan suatu unsur kesengajaan dengan melawan 
hukum, pelaku harus mengetahui dan menyadari bahwa 
keuntungan yang diperolehnya menjadi tujuan yang bersifat 
melawan hukum. 
Terkait dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain dalam penipuan pasal 378 KUHP yaitu merupakan bentuk 
kesalahan (schuld) dalam bentuk kesengajaan (dolus/opzet). 
Arti dari “dengan tujuan menguntungkan” menurut P.A.F 
Lamintang mengemukakan pengertian memperoleh 
keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau 
menambah kekayaan dari yang sudah ada. Perolehan 
keuntungan atau bertambahnya kekayaan pelaku (diri sendiri), 
orang lain secara materiil harus terjadi.  
b) Dengan melawan hukum; 
Istilah Melawan Hukum, (wederrechttelijk) sebagaimana dalam 
ajaran hukum pidana untuk menjatuhkan pidana harus 
memenuhi dua syarat yang sifatnya komulatif yaitu melakukan 
perbuatan pidana (actus reus) dan pertanggungjawaban pidana 
(unsur kesalahan/mens rea). Dapat dikatakan melakukan 
perbuatan pidana apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi 
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unsur-unsur delik, pertama kali harus dibuktikan. Langkah 
selanjutnya di tentukan unsur pertanggungjawaban pidana 
(unsur kesalahan). Untuk pertanggungjawaban pidana (unsur 
kesalahan) meliputi dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat, 
adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu 
adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (culpa), tidak 
adanya dasar peniadaan pidana yang menghapuskan dapatnya 
dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.35   
R Sugandhi mengemukakan unsur-unsur delik yang terkandung dalam 
Pasal 378 KUHPidana, maka unsur delik penipuan sebagai berikut :  
Yang diancam hukuman dalam Pasal ini ialah orang yang membujuk 
orang lain supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang 
atau menhapuskan piutang dengan melawan hukum, dengan :  
1. Tipu muslihat  
2. Rangkaian kebohongan  
3. Nama palsu  
4. Keadaan palsu.36 
Lebih lanjut R Sugandhi mengemukakan dan menjelaskan unsur-
unsur penipuan menurut Pasal 378 KUHPidana tersebut sebagai berikut:37 
35 Ibid, hal. 121-122. 
36 R Sugandhi, 1980, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, Usaha Nasional, 
Surabaya, hal. 396. 
37 Ibid, hal. 397. 
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a. Membujuk ialah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap 
orang, sehingga orang yang mempengaruhinya mau berbuat 
sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu 
mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak ada melakukan 
perbuatan itu;  
b. Mengenai barang yang dimaksud disini (Pasal 362 KUHPidana);  
c. Mengenai pembuat utang atau menghapus piutang (Pasal 368 
KUHPidana); 
d. Mengenai cara memberikan barang, tidak mutlak harus diserahkan 
kepada terdakwah sendiri, sedang orang yang menyerahkan tidak 
mutlak pula orang yang ditunjuk itu sendiri, hal ini boleh dilakukan 
dengan orang lain;  
e. Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum, berarti 
menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak; 
f. Tipu muslihat ialah suatu tipu yang diatur sedemikian rupa 
sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayai 
akan kebenaran hal yang ditipukan itu; 
g. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong 
yang tersusun sedemikan rupa sehingga kebohongan yang satu 
ditutupi dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga 
keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-
akan benar; 
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h. Nama palsu ialah nama yang bukan sebenarnya; 
i. Keadaan palsu, misalnya orang yang tidak mempunyai jabatan 
mengaku dan bertindak seolah-olah punya jabatan. 
Mengenai barang tidak diberikan defenisi yang tepat apakah itu milik 
sendiri atau itu milik orang lain. Jadi membujuk orang lain supaya 
menyerahkan barangnya sendiri, juga dapat dikenakan Pasal ini, asal saja 
unsur lainnya dapat dipenuhi. Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana 
penipuan yang telah diungkapkan tersebut maka seorang pelaku penipuan 
yang bersangkutan dapat dipidana apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi 
satu sama lain. 
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim 
Menjadi hakim merupakan profesi yang cukup berat dan sulit karena 
dapat hakim yang menentukan apakah seseorang itu nantinya dapat 
memperoleh kebebasan ataukah hukuman. Jika terjadi hakim melakukan 
kesalahan dalam mengambil atau menjatuhkan keputusan maka hal itu dapat 
merenggut keadilan, nyawa, kemerdekaan, harta benda, kehormatan serta 
martabat yang dimiliki masyarakat dan setiap insan. 
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Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan 
universal. Ia menjadi ciri pula suatu negara hukum. The Universal Declaration 
of Human Rights, pada Pasal 10 mengatakan sebagai berikut:38 
“Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an 
independent and impartial tribunal in the determination of his rights 
and obligation and of any criminal charge against him.” 
 
(Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan 
suaranya dimuka umum dan secara adil oleh pengadilan yang 
merdeka dan tak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan 
kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang 
ditujukan padanya) 
 
 Pengertian putusan pengadilan terdapat dalam Pasal l angka 11 
KUHAP yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan 
terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala 
tuntutan hukum dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang.39 
Pengertian “Putusan Pengadilan” menurut Leden Marpaung adalah:40 
“Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah 
dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat 
berbentuk tertulis maupun lisan.” 
 
Setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai oleh hakim, maka 
sampailah hakim pada tugasnya, yaitu menjatuhkan putusan, yang akan 
memberikan penyelesaian pada suatu perkara yang terjadi antara negara 
38 Andi Hamzah, 2001, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 94. 
(Selanjutnya di sebut Andi Hamzah-2) 
39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
40 Lilik Mulyadi, 2007, Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya, 
PT Alumni, Bandung, hal. 202. 
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dengan warga negaranya. Putusan yang demikian biasanya disebut sebagai 
putusan akhir. Menurut ketentuan pasal 193 KUHAP ada beberapa jenis 
putusan akhir yang dapat dijatuhkan oleh hakim dalam suatu perkara, yaitu 
sebagai berikut:  
a) Putusan Bebas (Vrijspraak) 
Putusan bebas (Vrijspraak) adalah putusan yang dijatuhkan oleh 
hakim yang berupa pembebasan terdakwa dari suatu tindak pidana 
yang dituduhkan terhadapnya, apabila dalam dakwaan yang diajukan 
oleh penuntut umum terhadap terdakwa di persidangan, ternyata 
setelah melalui proses pemeriksaan dalam persidangan, tidak 
ditemukannya adanya bukti-bukti yang cukup yang menyatakan bahwa 
terdakwalah yang melakukan tindak pidana dimaksud, maka kepada 
terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana 
sebagaiman dalam dakwaan penuntut umum, sehingga oleh karena itu 
terhadap terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari segala 
dakwaan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP). 
b) Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum ( Onslaag van 
Alle Recht Vervolging) 
Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum 
dijatuhkan oleh hakim apabila dalam persidangan ternyata terdakwa 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam 
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dakwaan Penuntut Umum, tetapi diketahui bahwa perbuatan tersebut 
bukan merupakan perbuatan pidana, dan oleh karena itu terhadap 
terdakwa akan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 
191 ayat (2) KUHAP).41 
c) Putusan Pemidanaan 
Suatu putusan pemidanaan di jatuhkan di rumuskan pada pasal 
193 ayat (1) KUHAP yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa 
terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan 
kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.  
Dapat dibandingkan dengan perumusan Van Bemmelen sebagai 
berikut:42 
“Een veroordeling zal de rechter uitspreken, als hij de overtuiging 
heeft verkregen, dat de verdachte het the laste gelegde feit heeft 
begaan en hij feit en verdachte ook strafbaar acht”  
(putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat 
keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang 
didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa 
dapat dipidana). 
Putusan hakim dapat dieksekusi bila putusan tersebut telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap, yang telah diterima oleh para pihak 
41 Diakses dari http://www.suduthukum.com/2016/11/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-
perkara.html, pada tanggal 16 Desember 2016 pukul o6.54. 
42 Andi Hamzah-2, Op.cit, hal. 281. 
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yang bersangkutan. Putusan yang berupa pemidanaan berupa pidana 
seperti yang diatur dalam Pasal 10 KUHP.43 
D. Tinjauan Umum Tentang Perdukunan 
Istilah kata perdukunan berasal dari kata “dukun” yang di lengkapi 
dengan kata imbuhan. Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia, dukun adalah 
orang yang mengobati, menolong orang sakit, memberi jampi-jampi (mantra, 
guna-guna, dsb), dan diantaranya memiliki kekuatan gaib.44 
Perdukunan adalah istilah penghinaan yang digunakan untuk 
menggambarkan praktik non medis ujungnya penipuan. Perdukunan 
merupakan kepura-puraan keterampilan non medis atau orang yang berpura-
pura sebagai seorang ahli profesional, memiliki pengetahuan atau kualifikasi 
pada beberapa bidang keahlian, padahal dia tidak memiliki dan merupakan 
Seorang penipu.45 
Pada mulanya, dukun merupakan orang-orang yang menolong tanpa 
pamrih dengan tidak mengharapkan imbalan yang lebih. Namun dengan 
adanya Penipu yang menyamar sebagai dukun ini maka dikenalah istilah 
Perdukunan yang dinilai negatif dalam masyarakat luas. Pelaku yang 
43 Diakses dari https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/14067/Mjg4MDY=/Kajian-
yuridis-terhadap-tindak-pidana-penipuan-dengan-modus-perdukunan-studi-kasus-di-
Pengadilan-Negeri-Karangnyar-abstrak.pdf, pada tanggal 17 Desember 2016 pukul 20.08.  
44 Departemen Pendidikan Nasional, Op.cit, hal. 346. 
45 Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Perdukunan, pada tanggal 18 Desember 2016 
pukul 19.15. 
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melakukan penipuan dengan modus ini merasa di untungkan, karena dalam 
masyarakat jarang terdengar laporan mengenai modus ini. Padahal 
kejahatan ini pengaturannya dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) dan Rancangan KUHP. 
Hukum Pidana yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
hanya mengatur mengenai masalah tukang ramal (Pasal 545), penjualan 
jimat-jimat (Pasal 546), larangan saksi di bawah sumpah memakai jimat atau 
benda sakti di dalam sidang pengadilan (Pasal 547) yang berbunyi: 
a. Pasal 545 
1) Barangsiapa pencahariannya menjadi ahli nujum meramalkan 
atau menerangkan mimpi, dihukum kurungan enam hari atau 
denda sebanyak-banyaknya Rp. 375,- 
2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu satu 
tahun sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi 
sitersalah Karena pelanggaran yang serupa itu juga, maka 
hukuman itu dapat dilipat dua. 
 
b. Pasal 546 
Dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda 
sebanyak-banyak Rp. 4.500,- : 
1e. barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan, 
membagikan atau menyediakan untuk dijual atau untuk 
dibagikan jimat, penangkal atau benda lain, dengan berdalih 
benda itu ada kesaktiannya; 
2e.  barangsiapa mengajarkan ilmu atau kepandaian, yang 
maksudnya menerbitkan kepercayaan, bahwa orang dapat 
melakukan perbuatan yang dapat dihukum, dengan tidak 
akan mendapat sesuatu bahaya. 
 
c.  Pasal 547 
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Saksi yang dalam persidangan pengadilan memakai jimat atau 
penangkal pada waktu ia harus memberi keterangan dengan 
bersumpah, dalam hal undang-undang memerintahkan supaya 
keterangan itu diberikan atas sumpah, dihukum kurungan selama-
lamanya sepuluh hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 750,-. 
46 
Dimana ketiga pasal ini tidak bisa diterapkan untuk masalah-masalah 
seperti penipuan melalui gendam, santet, teluh. Namun dalam 
perkembangannya di Rancangan KUHP diatur mengenai masalah santet dan 
teluh khususnya mengenai tindak pidana penawaran jasa penggunaan 
kekuatan gaib yaitu pasal 293 yang berbunyi :47 
 (1) Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, 
memberitahukan, menimbulkan harapan, menawarkan atau 
memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena 
perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan 
mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV. 
(2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau 
menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, maka 
dipidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu pertiga).  
  
Diharapkan bahwa pasal tersebut dapat menangkal orang bermain-
main dengan santet dan mencegah orang menjadikan isu mengenai santet 
sebagai instrumen untuk melakukan tindak kejahatan. Dengan adanya 
ketentuan mengenai santet, diharapkan orang justru senantiasa berpikir 
rasional. Sayangnya pasal diatas tidak diperuntukkan untuk masalah 
46 R. Soesilo-1, Op.cit, hal. 347-348 
47 Diakses dari http://konsultasihukum.org/pengaturan-tindak-pidana-penipuan-
dengan-modus-perdukunan/, pada tanggal 19 desember 2016 pukul 06.21 
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penipuan karena jelas dikatakan bahwa perbuatannya berakibat 
menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang 
berarti untuk masalah penipuan dengan modus perdukunan yang 
perbuatannya berakibat kerugian secara materiil hanya dapat menggunakan 
Pasal 378 KUHP. 
Perdukunan bukanlah sesuatu yang baru dalam kehidupan manusia, 
ia sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam 
diutus oleh Allâh Subhanahu wa Ta’ala. Dalam agama Islam, istilah 
perdukunan dikenal dengan sihir atau peramal. Ada perbedaan pendapat 
antara ulama dimana sebagian dari mereka berpendapat, bahwa sihir hanya 
semata-mata berupa tipuan-tipuan pandangan atau khayalan-khayalan yang 
tidak ada hakekat kenyataannya, sebagaimana perbuatan tukang-tukang sihir 
Fir’aun di zaman nabi Musa berdasarkan Surat Thaha: 60 dan 69. 
Sebagian ulama lainnya berpendapat, bahwa sihir memang benar-
benar ada, sehingga dapat berakibat mati atau sakitnya orang yang terkena. 
Pendapat ini didasarkan atas firman Allah SWT yang memerintahkan 
berlindung kepada-Nya dari bahaya kejahatan tukang sihir yakni surat Al 
Falaq:4. 
Dalam surat Al-Baqarah: 102 menjelaskan bahwa Allah SWT 
berfirman “sihir tidak akan memberikan mudharat (bahaya) melainkan ada 
izin dari Allah”. Hikmah dari ayat ini, apabila kita sudah mengetahui bahwa 
sihir tidak memberikan efek apa-apa jika tidak disertai izin Allah maka 
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perbanyaklah berdoa kepada Allah SWT. Agar diri kita selalu terhindar dari 
bahaya sihir. Dengan kata lain, agar setiap sihir (santet, teluh, ilmu hitam) 
yang diarahkan kepada kita tidak diizinkan untuk menimbulkan bahaya.48 
Berdasarkan firman Allah SWT yang telah dikemukakan diatas, bahwa 
dalam berbagai konteksnya menunjukkan bahwa sihir adalah sesuatu yang 
terlarang. Jika dikatakan terlarang maka otomatis bila dilakukan akan 
berdosa terkhusus jika untuk menyakiti orang lain untuk keuntungan pribadi.  
 
 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dipilih Penulis untuk mendapatkan data dan 
informasi mengenai permasalahan dan pembahasan penulisan ini adalah 
bertempat di Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan. Lokasi tersebut 
menjadi pilihan Penulis sebab Kota Makassar merupakan wilayah hukum 
48 Diakses dari https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/14067/Mjg4MDY=/Kajian-
yuridis-terhadap-tindak-pidana-penipuan-dengan-modus-perdukunan-studi-kasus-di-
Pengadilan-Negeri-Karangnyar-abstrak.pdf, pada tanggal 17 Desember 2016 pukul 20.08. 
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Pengadilan Negeri Makassar yang telah mengadili tindak pidana penipuan 
dengan Nomor: 945/Pid.B/2016/PN.Mks. Pengumpulan data dan informasi 
dilaksanakan di berbagai tempat yang dianggap Penulis dapat memberikan 
kontribusi dalam penelitian ini. Tempat yang dimaksud adalah Pengadilan 
Negeri Makassar. Selain itu, proses penelitian juga berlangsung di 
Universitas Hasanuddin terkait dengan referensi-referensi yang diperoleh dari 
studi pustaka yang dilakukan di Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin 
dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis penelitian dalam Penulisan hukum ini adalah penelitian hukum 
normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum 
normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi 
Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai 
bahan hukum sumbernya. Penelitian hukum ini juga memerlukan data yang 
berupa tulisan dari para ahli atau pihak yang berwenang serta sumber-
sumber lain yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti.  
Penulis juga menggunakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan 
disini tidak seperti penelitian hukum empiris, namun penelitian hukum dalam 
hal ini adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dengan pihak atau 
instansi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yaitu penelitian 
hukum yang dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. Penelitian hukum ini 
dilakukan dalam bentuk suatu wawancara untuk mendapatkan informasi yang 
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akurat dari para pihak yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang 
ada.  
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer dan data sekunder. 
1. Data Primer, yaitu data yang akan diperoleh secara langsung dari 
sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok 
bahasan, melalui wawancara dengan narasumber yang dianggap 
memiliki keterkaitan dan kompetensi dengan permasalahan yang 
ada. 
2. Data Sekunder, adalah data- data yang siap pakai dan dapat 
membantu menganalisa serta memahami data primer. Data 
sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 
peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data 
sekunder ini akan diperoleh dengan berpedoman pada literatur-
literatur sehingga dinamakan penelitian kepustakaan. 
Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan memerhatikan 
peraturan perundang-undangan yang ada maupun melalui pendapat para 
sarjana atau ahli hukum. Data sekunder tersebut terdiri dari : 
a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu 
Undang-Undang. 
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan 
bahan hukum primer, terdiri dari buku – buku (literatur), artikel atau 
55 
 
makalah, baik yang tersaji dalam bentuk cetak maupun elektronik, 
maupun pendapat para ahli (doktrin) yang berkaitan dengan 
masalah yang diteliti.  
c. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder, misalnya : kamus, ensiklopedia, dan lain 
sebagainya. 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Sumber data yang diperoleh dari penelitian pustaka (library 
research), yaitu buku kepustakaan, artikel, peraturan perundang-
undangan, yurispudensi, dan karya ilmiah yang ada hubungnnya 
dengan objek penelitian. 
2. Sumber data yang diperoleh dari penelitian lapangan (field 
research), yaitu pihak – pihak yang dianggap memiliki kompetensi 
dan relevansi dengan permasalahan yang akan dibahas dan 
diperoleh melalui proses wawancara. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Melalui Proses Wawancara 
Penulis melakukan wawancara terhadap narasumber secara 
langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui 
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tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi, serta cita-
cita dari narasumber yang berkaitan dengan penanganan tindak 
pidana penipuan. Metode pengumpulan data dengan teknik 
wawancara dilakukan Penulis dalam hal meminta pandangan 
narasumber terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan. 
2. Studi Pustaka 
Penulis melakukan proses pengumpulan data untuk menjawab 
permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis 
bahan – bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang 
dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan 
tersier. 
 
D. Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan adalah untuk mengolah dan 
menganalisa data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis 
kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah 
dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif, 
kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian atau pemahaman, 
persamaan, pendapat, dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan 
bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari penelitian yang 
dilakukan oleh Penulis. Metode berpikir dalam mengambil kesimpulan adalah 
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metode deduktif yang menyimpulkan dari pengetahuan yang bersifat umum, 
kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penipuan 
dalam Perkara Putusan Nomor 945/Pid.B/2016/PN.Mks 
Penerapan hukum adalah suatu peraturan atau perundang-
undangan yang telah disahkan selanjutnya diundangkan dilembaran 
negara, posisi ini undang-undang atau peraturan tersebut telah 
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diterapkan. Hakim dalam menjatuhkan putusannya kepada terdakwa 
berdasarkan tingkat kesalahan yang telah di lakukan oleh terdakwa  
dengan melihat latar belakang dari tindak pidana tersebut dimana 
sanksi pidana yang di jatuhkan telah sesuai dengan berdasarkan 
fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-
saksi maupun keterangan terdakwa dan juga barang bukti yang ada. 
Oleh karena itu, sebelum Penulis menguraikan bagaimana penerapan 
hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan dalam Putusan Nomor 
945/Pid.B/2016/PN.Mks, maka perlu diketahui terlebih dahulu posisi 
kasus, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut 
Umum, dan Amar Putusan, yaitu sebagai berikut: 
 
 
1. Posisi Kasus 
Berdasarkan putusan perkara nomor 945/Pid.B/2016/PN.Mks 
tentang kasus tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan ini 
terjadi diperkirakan pada  bulan Desember Tahun 2014 atau setidak-
tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2014 bertempat di rumah 
kontrakan Terdakwa di Jl. Towoti Kec. Tamalate kota Makassar, atau 
setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam 
wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar dimana Terdakwa dalam 
kasus ini bernama SITTI NURBAYA.  
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Tindak pidana penipuan ini berawal ketika Terdakwa bertemu  
dengan saksi RIOLA  dan mengatakan bahwa saksi RIOLA telah 
diguna-gunai oleh orang dan jika tidak segera diobati saksi RIOLA 
akan meninggal. Mendengar penyataan Terdakwa, saksi RIOLA tanpa 
berpikir panjang mempercayai perkataan Terdakwa. 
Kemudian Terdakwa mengatakan pada saksi RIOLA bahwa 
terdakwa bisa mengobatinya. Dan sebagai persyaratan pengobatan, 
Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima 
juta Rupiah), dan penyerahan uang dilakukan secara bertahap 
awalnya Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah), kemudian yang kedua 
saksi RIOLA serahkan lagi pada terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,00 
(lima belas juta Rupiah) yang kemudian Terdakwa mengembalikan Rp. 
10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) selanjutnya saksi RIOLA 
menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta 
Rupiah) setelah itu sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) 
Karena menurut Terdakwa uang senilai Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh 
lima juta Rupiah) akan Terdakwa simpan dulu dirumahnya untuk 
dikawaru (disimpan di lemari) selama 7 (tujuh) Jum’at nanti 
perbulannya akan dikembalikannya pada saksi RIOLA sebesar 
Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk digunakan belanja makanan 
agar penyakit yang ada dalam tubuh saksi RIOLA keluar. Uang 
tersebut saksi serahkan di jalan di Taman Toraja diatas mobil.  
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Selanjutnya saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa lagi 
sebesar Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu Rupiah) dimana 
Terdakwa menyampaikan bahwa untuk digunakan Karena ada 
kecolongan di kantornya. Sehingga total keseluruhan yang saksi 
serahkan pada Terdakwa sebesar Rp. 50.600.000,00 (lima puluh juta 
enam ratus ribu Rupiah) serta beberapa buah perhiasan emas milik 
saksi RIOLA yang menurut Terdakwa untuk disimpan di rumahnya 
dikawaru 7 (tujuh) Jum’at dan setelah 7 (tujuh) Jum’at berlalu saksi 
meminta kembali perhiasan miliknya, namun Terdakwa sampaikan 
bahwa perhiasan emas milik saksi ada di dalam lemarinya takut untuk 
mengembalikan pada saksi namun setelah saksi mendesak Terdakwa 
untuk menunjukkan perhiasan emas miliknya dan barulah Terdakwa 
mengaku kalua perhiasan emas milik saksi telah digadaikan dan uang 
milik saksi juga telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan 
pribadinya. 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara No. Register 
Perkara : PDM-374/Mks/Epp.2/05/2016 adalah sebagai berikut : 
DAKWAAN: 
KESATU 
Bahwa ia terdakwa SITI NURBAYA pada sekira bulan Desember 
Tahun 2014 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2014 
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bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Towoti Kec. 
Tamalate kota Makassar, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain 
yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri 
Makassar, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau 
martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian 
kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang 
sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun 
menghapuskan piutang yaitu terhadap saksi RIOLA HAYA NUR. 
Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan rangkaian 
perbuatan sebagai berikut: 
− Bahwa berawal ketika Terdakwa  bertemu  dengan saksi 
RIOLA  dan mengatakan bahwa saksi RIOLA telah diguna-
gunai oleh orang dan jika tidak segera diobati saksi RIOLA 
akan meninggal. Terdakwa kemudian mengatakan pada 
saksi RIOLA bahwa terdakwa bisa mengobatinya. Dan 
sebagai persyaratan pengobatan, Terdakwa meminta uang 
sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah), 
dan penyerahan uang dilakukan secara bertahap awalnya 
Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah), kemudian yang kedua 
saksi RIOLA serahkan lagi pada terdakwa sebesar Rp. 
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15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) yang kemudian 
Terdakwa mengembalikan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta 
Rupiah) selanjutnya saksi RIOLA menyerahkan uang 
sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) setelah 
itu sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) 
Karena menurut Terdakwa uang senilai Rp. 35.000.000,00 
(tiga puluh lima juta Rupiah) akan Terdakwa simpan dulu 
dirumahnya untuk dikawaru (disimpan di lemari) selama 7 
(tujuh) Jum’at nanti perbulannya akan dikembalikannya pada 
saksi RIOLA sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) 
untuk digunakan belanja makanan agar penyakit yang ada 
dalam tubuh saksi RIOLA keluar. Uang tersebut saksi 
serahkan di jalan di Taman Toraja diatas mobil. Selanjutnya 
saksi serahkan lagi sebesar Rp.5.600.000,00 (lima juta 
enam ratus ribu Rupiah) dimana Terdakwa menyampaikan 
bahwa untuk digunakan Karena ada kecolongan di 
kantornya. Sehingga total keseluruhan yang saksi serahkan 
pada Terdakwa sebesar Rp. 50.600.000,00 (lima puluh juta 
enam ratus ribu Rupiah) serta beberapa buah perhiasan 
emas milik saksi RIOLA yang menurut Terdakwa untuk 
disimpan di rumahnya dikawaru 7 (tujuh) Jum’at dan setelah 
7 (tujuh) Jum’at berlalu saksi meminta kembali perhiasan 
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miliknya, namun Terdakwa sampaikan bahwa perhiasan 
emas milik saksi ada di dalam lemarinya takut untuk 
mengembalikan pada saksi namun setelah saksi mendesak 
Terdakwa untuk menunjukkan perhiasan emas miliknya dan 
barulah Terdakwa mengaku kalua perhiasan emas milik 
saksi telah digadaikan dan uang milik saksi juga telah habis 
Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya; 
− Bahwa akibat perbuatan Tersangka korban mengalami 
kerugian sekira Rp. 50.600.000,00 dan perhiasan emas 
seberat 31 (tiga puluh satu) gram. 
Perbuatan Terdakwa SITI NURBAYA sebagaimana diatur dan 
diancam pidana menurut pasal 378 KUHP. 
ATAU 
KEDUA 
Bahwa ia terdakwa SITI NURBAYA pada sekira bulan 
Desember Tahun 2014 atau setidak-tidaknya dalam kurun 
waktu Tahun 2014 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di 
Jl. Towoti Kec. Tamalate kota Makassar, atau setidak-tidaknya 
disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum 
Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dan melawan 
hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian 
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adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam 
kekuasaannya bukan Karena kejahatan yaitu terhadap saksi 
RIOLA HAYA NUR. 
Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan rangkaian 
perbuatan sebagai berikut: 
− Bahwa berawal ketika Terdakwa bertemu dengan saksi 
RIOLA dan mengatakan bahwa saksi RIOLA telah diguna-
gunai oleh orang dan jika tidak segera diobati saksi RIOLA 
akan meninggal. Terdakwa kemudian mengatakan pada 
saksi RIOLA bahwa terdakwa bisa mengobatinya. Dan 
sebagai persyaratan pengobatan, Terdakwa meminta uang 
sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah), 
dan penyerahan uang dilakukan secara bertahap awalnya 
Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah), kemudian yang kedua 
saksi RIOLA serahkan lagi pada terdakwa sebesar Rp. 
15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) yang kemudian 
Terdakwa mengembalikan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta 
Rupiah) selanjutnya saksi RIOLA menyerahkan uang 
sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) setelah 
itu sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) 
Karena menurut Terdakwa uang senilai Rp. 35.000.000,00 
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(tiga puluh lima juta Rupiah) akan Terdakwa simpan dulu 
dirumahnya untuk dikawaru (disimpan di lemari) selama 7 
(tujuh) Jum’at nanti perbulannya akan dikembalikannya pada 
saksi RIOLA sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) 
untuk digunakan belanja makanan agar penyakit yang ada 
dalam tubuh saksi RIOLA keluar. Uang tersebut saksi 
serahkan di jalan di Taman Toraja diatas mobil. Selanjutnya 
saksi serahkan lagi sebesar Rp.5.600.000,00 (lima juta 
enam ratus ribu Rupiah) dimana Terdakwa menyampaikan 
bahwa untuk digunakan Karena ada kecolongan di 
kantornya. Sehingga total keseluruhan yang saksi serahkan 
pada Terdakwa sebesar Rp. 50.600.000,00 (lima puluh juta 
enam ratus ribu Rupiah) serta beberapa buah perhiasan 
emas milik saksi RIOLA yang menurut Terdakwa untuk 
disimpan di rumahnya dikawaru 7 (tujuh) Jum’at dan setelah 
7 (tujuh) Jum’at berlalu saksi meminta kembali perhiasan 
miliknya, namun Terdakwa sampaikan bahwa perhiasan 
emas milik saksi ada di dalam lemarinya takut untuk 
mengembalikan pada saksi namun setelah saksi mendesak 
Terdakwa untuk menunjukkan perhiasan emas miliknya dan 
barulah Terdakwa mengaku kalua perhiasan emas milik 
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saksi telah digadaikan dan uang milik saksi juga telah habis 
Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya; 
− Bahwa akibat perbuatan Tersangka korban mengalami 
kerugian sekira Rp. 50.600.000,00 dan perhiasan emas 
seberat 31 (tiga puluh satu) gram. 
Perbuatan Terdakwa SITI NURBAYA sebagaimana diatur dan 
diancam pidana menurut pasal 372 KUHP. 
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
MENUNTUT 
Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili 
perkara ini memutuskan: 
1. Menyatakan Terdakwa SITTI NURBAYA terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana “PENIPUAN” sebagaimana diatur 
dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan 
alternative ke satu; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITTI NURBAYA 
dengan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama 
Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap 
ditahan; 
3. Menyatakan barang bukti berupa: 
− 1 (satu) set emas; 
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− 1 (satu) pasang cincin kawin dengan batu permata grafir 
klaus dan 1 (satu) polos bermotif ulir; 
− 1 (satu) pasang cincin kawin polos masing-masing 2 
(dua) gram; 
− 1 (satu) buah gelang emas berat 10 (sepuluh) gram; 
− 2 (dua) buah kalung emas masing-masing 10 (sepuluh) 
gram dan 3 (tiga) gram; 
− 3 (tiga) buah cincin anak-anak; 
− 1 (satu) pasang anting-anting seberat 1,5 (satu koma 
lima) gram; 
− 1 (satu) buah mainan kalung seberat 1,5 (satu koma 
lima) gram; 
dikembalikan kepada RIOLA HAYA NUR dan RAHMATIA. 
4. Menghukum kepada Terdakwa agar dibebani membayar 
biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah). 
4. Amar Putusan 
Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara nomor 
945/Pid.B/2016/PN.Mks adalah sebagai berikut:  
MENGADILI 
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1. Menyatakan Terdakwa SITTI NURBAYA terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“PENIPUAN” dalam dakwaan alternative ke satu; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh Karena 
itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) 
bulan; 
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah 
dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana 
yang dijatuhkan; 
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; 
5. Memerintahkan barang bukti berupa: 
− 1 (satu) set emas; 
− 1 (satu) pasang cincin kawin dengan batu permata grafir 
klaus dan 1 (satu) polos bermotif ulir; 
− 1 (satu) pasang cincin kawin polos masing-masing 2 
(dua) gram; 
− 1 (satu) buah gelang emas berat 10 (sepuluh) gram; 
− 2 (dua) buah kalung emas masing-masing 10 (sepuluh) 
gram dan 3 (tiga) gram; 
− 3 (tiga) buah cincin anak-anak; 
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− 1 (satu) pasang anting-anting seberat 1,5 (satu koma 
lima) gram; 
− 1 (satu) buah mainan kalung seberat 1,5 (satu koma 
lima) gram; 
dikembalikan kepada saksi AMAL MARUF, SE.; 
6.  Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya 
perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah). 
5. Analisis Penulis 
Berdasarkan uraikan kasus diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
penerapan hukum yang dijatuhkan pada terdakwa dengan melihat 
surat dakwaan dari jaksa penuntut umum merupakan dakwaan 
alternatif dimana dakwaan kesatu melanggar pasal 378 KUHP, 
sedangkan dakwaan kedua melanggar pasal 372 KUHP. Dan dalam 
tuntutannya, jaksa penuntut umum lebih menerapkan pasal 378 KUHP 
(tindak pidana penipuan) dibandingkan dengan pasal 372 KUHP 
(tindak pidana penggelapan). 
Menurut analisa penulis, dakwaan jaksa penuntut umum yang 
tercantum dalam tuntutannya lebih menerapkan tindak pidana 
penipuan (pasal 378 KUHP) dibandingkan tindak pidana penggelapan 
(pasal 372 KUHP) karena dalam kasus yang penulis bahas ini 
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terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah  
melakukan tindak pidana penipuan (pasal 378 KUHP) hal tersebut 
dapat di buktikan dari bahwa pada Pasal 378 KUHP telah mencocoki 
semua unsur-unsur dalam ketentuan Pasal tersebut dimana terdakwa 
dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara 
melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, 
dengan tipu muslihat ataupun rangkaian perkataan bohong, 
menggerakkan orang lain supaya memberikan suatu barang atau 
supaya membuat utang atau menghapuskan piutang. Dengan 
demikian pada kasus ini penerapan Pasal 378 KUHP telah mencocoki 
unsur-unsur yang ada dan perbuatan terdakwa telah terbukti 
melakukan tindak pidana penipuan. 
Setelah penulis menganalisis dakwaan jaksa penuntut umum 
dalam kasus tersebut di atas, maka dakwaan jaksa penuntut umum 
telah memiliki sifat dan hakekat suatu dakwaan, yang telah 
menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap baik mengenai 
identitas terdakwa maupun mengenai uraian dari perbuatan yang 
dilakukan oleh terdakwa dan disertai dengan waktu dan tanggal 
perbuatannya serta tempat perbuatan itu berlangsung, sehingga 
dengan demikian maka menurut hemat penulis dakwaan tersebut 
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secara formil telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 378 
KUHP. 
Melihat penerapan hukum pidana  materil yang dikaitkan pula 
dengan fakta-fakta yang terdapat pada keterangan saksi-saksi, 
keterangan ahli serta keterangan terdakwa yaitu SITTI NURBAYA, 
terdakwa dinyatakan telah melanggar Pasal 378 KUHP dengan oleh 
karena terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut 
yaitu:  
 
1. Barang siapa.  
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
secara melawan hukum.  
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu 
muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong.  
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang 
kepadanya, atau untuk memberi hutang ataupun 
menghapuskan piutang. 
 
Berdasarkan uraian unsur-unsur diatas, maka jika dikaitkan dengan 
fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat dilihat bahwa 
perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada 
pasal 378 KUHP, yaitu: 
1. Barangsiapa 
Yang dimaksud unsur barangsiapa disini adalah siapa saja atau 
setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku 
tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan 
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perbuatannya. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan 
yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan 
terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya dalam surat 
dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan 
dalam persidangan ini adalah SITTI NURBAYA sebagai manusia 
yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. 
Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “barangsiapa” telah 
terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
secara melawan hukum 
Merujuk pada beberapa posisi kasus yang telah diuraikan di 
atas, jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam 
persidangan berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi 
yang telah disumpah maupun dari ketengan terdakwa sendiri, 
maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: 
− Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri yaitu 
Terdakwa membujuk saksi RIOLA HAYA NUR dan saksi 
RAHMATIA agar memberikan sejumlah uang dan 
perhiasan yang dilakukan secara bertahap dengan untuk 
disimpan dilemari dan dipakai ritual guna mendapat 
kesembuhan. Namun pada kenyataannya, Terdakwa 
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telah menggadaikan emas dan menggunakan uang 
tersebut untuk keperluan pribadinya. 
− Unsur secara melawan hukum dimaksudkan disini 
adalah terdakwa telah menikmati uang dari hasil 
kejahatannya yaitu dengan menggadaikan perhiasan 
emas dan uang yang tak lain milik Saksi Riola Haya Nur 
dan saksi Rahmatia secara pribadi dengan melakukan 
rangakian kebohongan atau tipu muslihat. 
Berdasarkan fakta-fakta yang telah Penulis uraikan diatas, 
maka unsur “dengan maskud menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi dan 
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu 
muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong, 
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang 
kepadanya, atau untuk memberi hutang ataupun 
menghapuskan piutang.  
Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, 
dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan 
bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu 
barang kepadanya, atau untuk memberi hutang ataupun 
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menghapuskan piutang merupakan unsur yang terdiri dari 
beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya jika salah satu 
dari unsur tersebut terbukti, maka yang lainnya tidak perlu 
dibuktikan lagi karena dengan sendirinya secara menyeluruh unsur 
ini telah terbukti. 
Dari unsur dengan memakai tipu muslihat, ataupun dengan 
rangkaian perkataan bohong dapat ditemukan fakta-fakta yang di 
peroleh dari persidangan yaitu terdakwa membujuk dengan 
mengatakan kepada korban agar menyerahkan sejumlah uang dan 
perhiasan emas yang diberikan secara bertahap untuk disimpan di 
lemari dan dipakai ritual dengan dijanjikan kesembuhan, namun 
kenyataannya sejumlah uang dan perhiasan emas yang telah 
diberikan oleh korban justru terdakwa gunakan uang dan 
menggadaikan emas tersebut untuk keperluan pribadinya serta 
kesembuhan yang dijanjikan oleh terdakwa tidak berhasil. 
Unsur menggerakkan orang untuk menyerahkan sesuatu 
barang kepadanya dapat dibuktikan dengan melihat fakta-fakta 
yang telah terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa yang mengaku 
dirinya paranormal (orang yang mendoakan) dengan 
menggerakkan saksi RIOLA HAYA NUR dan saksi RAHMATIA 
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menyerahkan uang dan perhiasan emasnya kepada terdakwa 
untuk kepentingan ritual. 
Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, maka 
unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan 
tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong, 
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang 
kepadanya, atau untuk memberi hutang ataupun menghapuskan 
piutang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan 
menurut hukum. 
Berdasarkan pembahasan yang telah penulis jelaskan diatas, 
maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sesuai 
Pasal 378 KUHP. Keputusan majelis hakim yang menyatakan 
bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 378 KUHP menurut 
Penulis sudah tepat atau dengan kata lain pasal yang didakwakan 
oleh jaksa penuntut umum dan selanjutnya diterapkan oleh Majelis 
Hakim sudah tepat sebab perbuatan terdakwa telah dapat 
dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak 
pidana yang didakwakan dalam Pasal 378 KUHP. 
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B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara 
Nomor 945/Pid.B/2016/PN.Mks 
Untuk membahas bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam 
menjatuhkan suatu pidana terhadap terdakwa dalam kasus penipuan maka 
penulis memilih lokasi penelitian yaitu Pengadilan Negeri Makassar dengan 
nomor perkara. 945/Pid.B/2016/PN.Mks, berikut adalah pembahasan 
mengenai pertimbangan hukum hakim mengenai kasus tindak pidana 
penipuan. 
1. Pertimbangan Hukum Hakim 
Hakim sebelum memutus suatu perkara memperhatikan dakwaan 
Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam 
persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan 
objektif seseorang dapat dipidana, serta hal-hal yang meringankan dan 
memberatkan. Dalam amar putusan hakim menyebutkan dan 
menjatuhkan sanksi berupa: 
1. Menyatakan Terdakwa SITTI NURBAYA terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“PENIPUAN” dalam dakwaan alternative ke satu; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh Karena 
itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) 
bulan; 
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3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah 
dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana 
yang dijatuhkan; 
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; 
5. Memerintahkan barang bukti berupa: 
− 1 (satu) set emas; 
− 1 (satu) pasang cincin kawin dengan batu permata grafir 
klaus dan 1 (satu) polos bermotif ulir; 
− 1 (satu) pasang cincin kawin polos masing-masing 2 
(dua) gram; 
− 1 (satu) buah gelang emas berat 10 (sepuluh) gram; 
− 2 (dua) buah kalung emas masing-masing 10 (sepuluh) 
gram dan 3 (tiga) gram; 
− 3 (tiga) buah cincin anak-anak; 
− 1 (satu) pasang anting-anting seberat 1,5 (satu koma 
lima) gram; 
− 1 (satu) buah mainan kalung seberat 1,5 (satu koma 
lima) gram; 
dikembalikan kepada saksi AMAL MARUF, SE.; 
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya 
perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah). 
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Putusan tersebut dibacakan dengan dihadiri oleh terdakwa dan 
penuntut umum. 
Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
pidana terhadap terdakwa yakni sebagai berikut: 
Telah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang 
disampaikan di persidangan pada tanggal 13 Juli 2016, pada 
pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya dikarenakan 
terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya 
dan terdakwa mempunyai 4 (empat) orang tanggungan; 
 
Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan 
yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap 
pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Terdakwa yang 
pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya; 
 
Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan 
sebagaimana dalam surat dakwaan no. reg. perkara: PDM-
374/Mks/Epp/2/05/2016 tanggal 26 Mei 2016, sebagai berikut: 
 
KESATU 
Bahwa ia terdakwa SITI NURBAYA pada sekira bulan Desember 
Tahun 2014 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2014 
bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Towoti Kec. 
Tamalate kota Makassar, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain 
yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri 
Makassar, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau 
martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian 
kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang 
sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun 
menghapuskan piutang yaitu terhadap saksi RIOLA HAYA NUR. 
Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan rangkaian 
perbuatan sebagai berikut: 
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− Bahwa berawal ketika Terdakwa  bertemu  dengan saksi 
RIOLA  dan mengatakan bahwa saksi RIOLA telah diguna-
gunai oleh orang dan jika tidak segera diobati saksi RIOLA 
akan meninggal. Terdakwa kemudian mengatakan pada 
saksi RIOLA bahwa terdakwa bisa mengobatinya. Dan 
sebagai persyaratan pengobatan, Terdakwa meminta uang 
sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah), 
dan penyerahan uang dilakukan secara bertahap awalnya 
Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah), kemudian yang kedua 
saksi RIOLA serahkan lagi pada terdakwa sebesar Rp. 
15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) yang kemudian 
Terdakwa mengembalikan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta 
Rupiah) selanjutnya saksi RIOLA menyerahkan uang 
sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) setelah 
itu sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) 
Karena menurut Terdakwa uang senilai Rp. 35.000.000,00 
(tiga puluh lima juta Rupiah) akan Terdakwa simpan dulu 
dirumahnya untuk dikawaru (disimpan di lemari) selama 7 
(tujuh) Jum’at nanti perbulannya akan dikembalikannya pada 
saksi RIOLA sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) 
untuk digunakan belanja makanan agar penyakit yang ada 
dalam tubuh saksi RIOLA keluar. Uang tersebut saksi 
serahkan di jalan di Taman Toraja diatas mobil. Selanjutnya 
saksi serahkan lagi sebesar Rp.5.600.000,00 (lima juta 
enam ratus ribu Rupiah) dimana Terdakwa menyampaikan 
bahwa untuk digunakan Karena ada kecolongan di 
kantornya. Sehingga total keseluruhan yang saksi serahkan 
pada Terdakwa sebesar Rp. 50.600.000,00 (lima puluh juta 
enam ratus ribu Rupiah) serta beberapa buah perhiasan 
emas milik saksi RIOLA yang menurut Terdakwa untuk 
disimpan di rumahnya dikawaru 7 (tujuh) Jum’at dan setelah 
7 (tujuh) Jum’at berlalu saksi meminta kembali perhiasan 
miliknya, namun Terdakwa sampaikan bahwa perhiasan 
emas milik saksi ada di dalam lemarinya takut untuk 
mengembalikan pada saksi namun setelah saksi mendesak 
Terdakwa untuk menunjukkan perhiasan emas miliknya dan 
barulah Terdakwa mengaku kalua perhiasan emas milik 
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saksi telah digadaikan dan uang milik saksi juga telah habis 
Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya; 
− Bahwa akibat perbuatan Tersangka korban mengalami 
kerugian sekira Rp. 50.600.000,00 dan perhiasan emas 
seberat 31 (tiga puluh satu) gram. 
Perbuatan Terdakwa SITI NURBAYA sebagaimana diatur dan 
diancam pidana menurut pasal 378 KUHP. 
ATAU 
KEDUA 
Bahwa ia terdakwa SITI NURBAYA pada sekira bulan 
Desember Tahun 2014 atau setidak-tidaknya dalam kurun 
waktu Tahun 2014 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di 
Jl. Towoti Kec. Tamalate kota Makassar, atau setidak-tidaknya 
disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum 
Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dan melawan 
hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian 
adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam 
kekuasaannya bukan Karena kejahatan yaitu terhadap saksi 
RIOLA HAYA NUR. 
Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan rangkaian 
perbuatan sebagai berikut: 
− Bahwa berawal ketika Terdakwa bertemu dengan saksi 
RIOLA dan mengatakan bahwa saksi RIOLA telah diguna-
gunai oleh orang dan jika tidak segera diobati saksi RIOLA 
akan meninggal. Terdakwa kemudian mengatakan pada 
saksi RIOLA bahwa terdakwa bisa mengobatinya. Dan 
sebagai persyaratan pengobatan, Terdakwa meminta uang 
sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah), 
dan penyerahan uang dilakukan secara bertahap awalnya 
Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah), kemudian yang kedua 
saksi RIOLA serahkan lagi pada terdakwa sebesar Rp. 
15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) yang kemudian 
Terdakwa mengembalikan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta 
Rupiah) selanjutnya saksi RIOLA menyerahkan uang 
81 
 
sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) setelah 
itu sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) 
Karena menurut Terdakwa uang senilai Rp. 35.000.000,00 
(tiga puluh lima juta Rupiah) akan Terdakwa simpan dulu 
dirumahnya untuk dikawaru (disimpan di lemari) selama 7 
(tujuh) Jum’at nanti perbulannya akan dikembalikannya pada 
saksi RIOLA sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) 
untuk digunakan belanja makanan agar penyakit yang ada 
dalam tubuh saksi RIOLA keluar. Uang tersebut saksi 
serahkan di jalan di Taman Toraja diatas mobil. Selanjutnya 
saksi serahkan lagi sebesar Rp.5.600.000,00 (lima juta 
enam ratus ribu Rupiah) dimana Terdakwa menyampaikan 
bahwa untuk digunakan Karena ada kecolongan di 
kantornya. Sehingga total keseluruhan yang saksi serahkan 
pada Terdakwa sebesar Rp. 50.600.000,00 (lima puluh juta 
enam ratus ribu Rupiah) serta beberapa buah perhiasan 
emas milik saksi RIOLA yang menurut Terdakwa untuk 
disimpan di rumahnya dikawaru 7 (tujuh) Jum’at dan setelah 
7 (tujuh) Jum’at berlalu saksi meminta kembali perhiasan 
miliknya, namun Terdakwa sampaikan bahwa perhiasan 
emas milik saksi ada di dalam lemarinya takut untuk 
mengembalikan pada saksi namun setelah saksi mendesak 
Terdakwa untuk menunjukkan perhiasan emas miliknya dan 
barulah Terdakwa mengaku kalua perhiasan emas milik 
saksi telah digadaikan dan uang milik saksi juga telah habis 
Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya; 
− Bahwa akibat perbuatan Tersangka korban mengalami 
kerugian sekira Rp. 50.600.000,00 dan perhiasan emas 
seberat 31 (tiga puluh satu) gram. 
Perbuatan Terdakwa SITI NURBAYA sebagaimana diatur dan 
diancam pidana menurut pasal 372 KUHP. 
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut 
Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan 
keberatan; 
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut 
Umum telah mengajukan barang bukti, berupa: 
− 1 (satu) set emas; 
− 1 (satu) pasang cincin kawin dengan batu permata grafir 
klaus dan 1 (satu) polos bermotif ulir; 
− 1 (satu) pasang cincin kawin polos masing-masing 2 
(dua) gram; 
− 1 (satu) buah gelang emas berat 10 (sepuluh) gram; 
− 2 (dua) buah kalung emas masing-masing 10 (sepuluh) 
gram dan 3 (tiga) gram; 
− 3 (tiga) buah cincin anak-anak; 
− 1 (satu) pasang anting-anting seberat 1,5 (satu koma 
lima) gram; 
− 1 (satu) buah mainan kalung seberat 1,5 (satu koma 
lima) gram; 
 
Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut 
Umum juga menghadapkan 4 orang saksi, yang masing-masing 
memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai 
berikut: 
1. Saksi RIOLA HAYA NUR 
− Bahwa kronologis penipuan tersebut, awalnya saksi 
kenal dengan terdakwa dirumah Rahmatia Karena 
terdakwa ingin bertemu dengan saksi yang 
diinformasikan oleh anak Rahmatia yang bernama Sul, 
lalu kami bertemu bersama-sama dengan saksi, 
Terdakwa, Rahmatia, Tatong, dan Sul yang mana 
Terdakwa sebelumnya juga kenal dengan adik sepupu 
saksi yang bernama Muh. Kamaruddin kemudian 
Terdakwa menyampaikan  kepada saksi jika ingin ke 
Polmas untuk urusan adik sepupu saksi ini kemudian 
setelah Terdakwa balik ke Makassar, Terdakwa 
menelpon saksi untuk melaporkan hasil dari Polmas lalu 
kami bertemu kembali di rumah Rahmatia dan Terdakwa 
menyatakan bertemu dengan keluarga pembantu saksi, 
lalu beberapa hari kemudian Terdakwa menyampaikan 
kepada saksi jika ada urusan penting untuk disampaikan 
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yang mana Terdakwa mengatakan “hati-hati istri dari 
bapak kamu sibuk mencari guna-guna untuk kita” lalu 
saksi jawab “masa, Karena dia itu orang baik” kemudian 
Terdakwa mulai membujuk saksi dan saksi akhirnya 
terbujuk dengan omongan Terdakwa untuk pertama 
kalinya kemudian Terdakwa meminta emas dan pada 
saat itu saksi memberikan 1 (satu) buah cincin yang 
Terdakwa pakai untuk diletakkan ditalenan diatas air, lalu 
beberapa hari kemudian Terdakwa menelpon saksi dan 
mengatakan jika emas tersebuttidak cukup dan 
Terdakwa mengatakan jika terdakwa mempunyai emas 
tetapi ada dipengadaian dan untuk ditebus sebesar Rp. 
15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dan nanti 
dikembalikan sebesar (sepuluh juta Rupiah), kemudian 
Terdakwa menelpon saksi dan mengatakan jika 
Terdakwa mimpi buruk; 
− Bahwa kerugian yang saksi alami dari kejadian , 
Terdakwa pernah meminta uang Rp. 30.000.000,00 (tiga 
puluh juta Rupiah) lalu saksi memberikan uang Rp. 
20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) lalu Terdakwa 
menyatakan kurang emas dan Terdakwa meminta emas 
1 (satu) set ditambah uang Rp. 5.000.000,00 (lima juta 
Rupiah) lalu Terdakwa meminta lagi dan mengatakan jika 
uang kurang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta 
Rupiah) dan tidak bias dicicil karena ini masalah nyawa, 
kemudian Terdakwa saya berikan lagi sebesar Rp. 
5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu Rupiah) dengan 
cara saksi transfer karena kantor Terdakwa kecolongan; 
− Bahwa yang dijanjikan  oleh Terdakwa ternyata tidak 
berhasil, pada tanggal 10 februari 2015 suami saksi 
meninggal dunia, yang mana pada hari Jum’at tanggal 6 
Februari 2015 Terdakwa menelpon saksi lalu 
mengatakan dan meminta cincin kemudian besoknya 
kami kekantor suami saksi untuk lepas air dan cincin 
yang saksi berikan sampai saat ini masih di Terdakwa; 
− Bahwa saksi tidak tahu jika istri bapak saksi mencari 
guna-guna; 
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− Bahwa apa yang saksi lakukan bersama dengan 
Terdakwa  tidak ada yang tahu, karena pada saat 
diberikan Terdakwa mengatakan jangan sampai suami 
saksi tahu; 
− Bahwa saksi tidak pernah mengeluh kepada Terdakwa; 
− Bahwa saksi dijanjikan kesembuhan selama 9 
(Sembilan) minggu Terdakwa hanya memberikan air; 
− Bahwa barang-barang milik saksi berupa uang dan emas 
tidak dikembalikan oleh Terdakwa; 
2. Saksi RAHMATIA 
− Bahwa kronologis kejadian tersebut, awalnya Terdakwa 
datang kerumah kemudian saksi dibilang sakit dan 
diguna-gunai dan saksi langsung percaya kemudian 
Terdakwa meminta emas untuk pengobatan saksi yang 
mana emas tersebut untuk disimpan di lemari Terdakwa 
lalu beberapa hari kemudian Terdakwa meminta uang 
Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) untuk 
disimpan dirumah Terdakwa selama 7 (tujuh) Jum’at dan 
saya diberikan Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) tiap 
bulan untuk kesembuhan tetapi kenyataannya saksi tidak 
sembuh; 
− Bahwa saksi memberikan kepada Terdakwa  emas 
berupa : cincin, gelang, dan kalung dengan cara 2 (dua) 
kali penyerahan kepada Terdakwa; 
− Bahwa barang-barang milik saksi berupa uang dan emas 
tidak dikembalikan oleh Terdakwa; 
3. Saksi TATONG 
− Bahwa kronologis kejadian tersebut, pada saat itu saksi 
sementara jaga di pos saksi didatangi oleh Terdakwa 
sambal menangis dan mengatakan jika Terdakwa 
didatangi nenek moyang istri saksi dan meminta untuk 
diobati dan setelah berbuka puasa saksi menjemput 
Terdakwa dirumahnya dan membawanya kerumah untuk 
mengobati istri saksi karena penjelasan dari Terdakwa 
hanya Terdakwa yang bisa mengobatinya baru bisa 
sembuh; 
− Bahwa istri saksi sakit pada bagian perutnya; 
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− Bahwa pemberian-pemberian yang diberikan oleh istri 
saksi, saksi tahu; 
− Bahwa istri saksi tidak sembuh; 
4. Saksi AMAL MARUF, SE 
− Bahwa Terdakwa adalah nasabah dikantor saksi; 
− Bahwa cincin, gelang, kalung liontin total emas yang 
digadaikan oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak 142 
(serratus empat puluh dua) gram; 
− Bawa pada saat Tedakwa menggadaikan barang 
tersebut hanya diminta foto copy KTP; 
− Bahwa atas barang yang digadaikan tersebut ada surat 
gadai dan terakhir saksi lihat dibawa pleh pihak korban, 
yang mana surat gadai tersebut 1 (satu) ada di 
pengadaian dan 1 (satu) nya di pihak korban; 
− Bahwa (foto barang bukti surat gadai dan emas 
diperlihatkan), betul barang bukti tersebut; 
− Bahwa total nilai gadai dari Terdakwa sebesar Rp. 
51.000.000,00 (lima puluh satu juta Rupiah), yang 
diterima oleh Terdakwa secara bertahap; 
 
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, 
Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; 
 
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang 
meringankan (a decharge), meskipun kepadanya telah di berikan 
kesempatan untuk itu; 
 
Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di 
persidangan, pada pokoknya sebagai berikut: 
− Bahwa kronologis kejadian tersebut, awalnya Terdakwa 
kenal dengan Rahmatia yang mana Terdakwa lupa kapan 
waktunya namun masih dlama tahun 2014 dan pada saat itu 
Terdakwa dikenal sebagai paranormal (orang yang 
mendoakan) kemudian Terdakwa menyarankan Rahmatia 
untuk didoakan karena Rahmatia pada saat itu mengeluh 
sakit pada bagian perut kemudian Terdakwa meminta 
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imbalan tetapi bukan untuk Terdakwa ambil melainkan untuk 
dipakai ritual; 
− Bahwa Terdakwa datang kerumah Rahmatia, pada saat itu 
Terdakwa dating ketempat kerja Pak Tatong dan 
menyatakan jika istrinya lagi sakit dan dijawab oleh Pak 
Tatong betul, kemudian Pak Tatong menjemput Terdakwa di 
rumah untuk kerumahnya ; 
− Bahwa Terdakwa kenal dengan Riola Haya Nur; 
− Bahwa emas yang Terdakwa minta kepada korban tersebut 
Terdakwa fungsikan untuk ritual lalu beberapa minggu 
kemudian emas-emas tersebut terdakwa gadaikan; 
− Bahwa emas-emas tersebut ada milik Terdakwa, Riola, dan 
Rahmatia; 
− Bahwa Terdakwa semua yang menerima uang hasil gadai 
tersebut; 
− Bahwa sewaktu saya menggadaikan emas-emas tersebut 
saya tidak meminta izin kepada mereka dan nanti 3 (tiga) 
minggu berjalan baru Terdakwa sampaikan tetapi mereka 
meminta untuk ditebus; 
− Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Riola Haya Nur 
sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) dan 
kepada Rahmatia sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh 
lima juta Rupiah) 
− Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan 
menyesal; 
− Bahwa uangnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan 
anak Terdakwa yang sementara sakit; 
Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diperlihatkan barang 
bukti tersebut;  
Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana 
termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan 
dianggap telah termuat dalam putusan ini; 
 
Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, 
sebagai berikut: 
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KE SATU   : melanggar Pasal 378 KUHP; 
ATAU KEDUA  : melanggar Pasal 372 KUHP; 
 
Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhi 
pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah 
menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang 
dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan 
yang didakwakan atau dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang 
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman); 
 
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di 
persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 4 (empat) orang 
saksi yang masing-masing di berikan dibawah sumpah di persidangan; 
 
Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling 
bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga 
berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain 
tersebut dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan 
adanya barang  bukti, telah terpenuhi batas minimun pembuktian; 
 
Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-
saksi dan keterangan Terdakwa, yang didukung dengan adanya 
barang bukti, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum 
yang terbukti dalam perkara ini sebagai berikut: 
1. Bahwa benar kejadiannya sekira bulan Desember tahun 2014 
bertempat di rumah saksi Rahmatia di Jalan Kampung Tanjung 
Malaka; 
2. Bahwa benar Terdakwa dikenal saksi Rahmatia sebagai 
paranormal (orang yang mendoakan). Dalam perkenalannya 
itu, Terdakwa dating ketempat kerja saksi Tatong (suami saksi 
Rahmatia) sambal menangis dan mengatakan jika Terdakwa 
didatangi oleh nenek moyang istri saksi Tatong  yaitu saksi 
Rahmatia dan meminta untuk diobati; 
3. Bahwa benar dan setelah berbuka puasa saksi Tatong 
menjemput Terdakwa dirumahnya dan membawa ke rumahnya 
untuk mengobati saksi Rahmatia karena penjelasan dari 
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Terdakwa hanya Terdakwa yang bias mengobatinya baru bias 
sembuh; 
4. Bahwa benar sesampainya dirumah saksi Tatong, Terdakwa 
menyarankan saksi Rahmatia untuk didoakan karena saksi 
rahmatia pada saat itu mengeluh sakit pada bagian perut, dan 
untuk itu Terdakwa mengatakan sakit saksi Rahmatia itu 
karena diguna-gunai dan saksi Rahmatia langsung percaya: 
5. Bahwa benar untuk mengobati saksi Rahmatia tersebut 
Terdakwa meminta imbalan berupa perhiasan emas untuk 
dipakai ritual, yang mana emas tersebut untuk disimpan 
dilemari Terdakwa lalu beberapa hari kemudian Terdakwa 
meminta uang Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) untuk 
disimpan dirumah Terdakwa selama 7 (tujuh) Jum’at dan saksi 
Rahmatia diberikan Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) tiap 
bulan, tetapi kenyataannya saksi Rahmatia tidak sembuh; 
6. Bahwa benar Terdakwa juga berkenalan dengan saksi Riola 
Haya Nur dirumah saksi Rahmatia, dimana waktu itu Terdakwa 
ingin bertemu dengan saksi Riola Haya Nur yang 
diinformasikan oleh anak dari saksi Rahmatia yang bernama 
Sul dan Terdakwa sebelumnya  juga kenal baik dengan adik 
sepupu saksi Riola Haya Nur yang bernama Muh. Kamaruddin; 
7. Bahwa benar pada waktu itu Terdakwa bertemu dengan saksi 
Riola Haya Nur, saksi Rahmatia, saksi Tatong, dan Sul, dalam 
pertemuan itu kemudian Terdakwa menyampaikan kepada 
saksi Riola Haya Nur jika ingin ke Polmas untuk urusan adik 
sepupu saksi Riola Haya Nur yang bernama Muh. Kamaruddin; 
8. Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa balik ke Makassar, 
Terdakwa menelpon saksi Riola Haya Nur untuk mela[porkan 
hasil dari Polmas, lalu Terdakwa dan saksi Riola Haya Nur 
bertemu kembali dirumah saksi Rahmatia dan Terdakwa 
menyatakan bertemu dengan keluarga pembantu saksi Riola 
Haya Nur, lalu beberapa hari kemudian Terdakwa 
menyampaikan kepada saksi Riola Haya Nur jika ada urusan 
penting untuk disampaikan yang mana Terdakwa mengatakan 
“hati-hati istri dari bapak kamu sibuk mencari guna-guna untuk 
kita” tetapi saksi Riola Haya Nur jawab “masa, karena dia itu 
orang baik”; 
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9. Bahwa benar kemudian Terdakwa mulai membujuk saksi Riola 
Haya Nur yang akhirnya terbujuk hanya dengan omongan 
Terdakwa untuk pertama kalinya, kemudian Terdakwa meminta 
emas dan dan pada saat itu saksi Riola Haya Nur memberikan 
1 (satu) buah cincin yang Terdakwa pakai untuk diletakkan di 
talenan diatas air, lalu beberapa hari kemudian Terdakwa 
menelpon saksi Riola Haya Nur dan mengatakan jika emas 
tersebut tidak cukup dan Terdakwa mengatakan jika Terdakwa 
mempunyai emas tetapi ada di pengadaian dan untuk ditebus 
sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dan nanti 
dikembalikan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah); 
10. Bahwa kemudian Terdakwa menelpon saksi Riola Haya Nur 
dan mengatakan jika Terdakwa mimpi buruk; 
11. Bahwa Terdakwa pernah meminta uang Rp. 30.000.000,00 
(tiga puluh juta Rupiah) lalu saksi Riola Haya Nur memberikan 
uang Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) lalu Terdakwa 
menyatakan kurang emas dan Terdakwa meminta emas 1 
(satu) set ditambah uang Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) 
lalu Terdakwa meminta lagi dan mengatakan jika uang kurang 
sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dan tidak 
bias dicicil Karena ini masalah nyawa, kemudian Terdakwa 
saksi Riola Haya Nur berikan lagi sebesar Rp. 5.600.000,00 
(lima juta enam ratus ribu Rupiah) dengan cara saksi Riola 
Haya Nur transfer karena kantor Terdakwa kecolongan; 
12. Bahwa yang dijanjikan oleh Terdakwa ternyata tidak berhasil, 
pada tanggal 10 Februari 2015 suami saksi Riola Haya Nur 
meninggal dunia, padahal pada hari Jum’at tanggal 6 Februari 
2015 Terdakwa menelpon saksi Riola Haya Nur lalu 
mengatakan dan meminta cincin kawin kemudian besoknya 
saksi Riola Haya Nur dan Terdakwa datang kekantor suami 
saksi Riola Haya Nur untuk lepas air dan cincin yang saksi 
Riola Haya Nur berikan sampai saat ini masih di terdakwa; 
13. Bahwa total keseluruhan uang yang diakui Terdakwa diperoleh 
dari saksi Riola Haya Nur sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga 
puluh lima juta Rupiah) dan dari saksi Rahmatia sebesar Rp. 
25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah); 
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14. Bahwa setelah 7 (tujuh) Jum’at berlalu saksi Riola Haya Nur 
meminta kembali perhiasan emas miliknya, namun Terdakwa 
sampaikan bahwa perhiasan emas milik saksi Riola Haya Nur 
ada didalam lemarinya takut untuk mengembalikan pada saksi 
Riola Haya Nur, namun setelah saksi Riola Haya Nur 
mendesak Terdakwa untuk menunjukkan perhiasan emas 
miliknya, barulah Terdakwa mengaku kalau perhiasan emas 
tersebut telah digadaikan dan uang yang diterima Terdakwa 
juga telah habisTerdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya; 
15. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Riola Haya Nur dan 
saksi Rahmatia mengalami kerugian sekira Rp. 50.600.000,00 
dan perhiasan emas seberat 31 (tiga puluh satu) gram. 
 
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan 
mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi 
unsur-unsur dari pasal yang didakwakan; 
 
Menimbang, bahwa karena dakwaan tersebut disusun secara 
alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di 
pesidangan Majelis Hakim dapat langsung memilih, dakwaan mana 
yang paling tepat diterapkan dalam perkara ini; 
 
Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian yang melatarbelakangi 
proses penyerahan perhiasan emas dan uang milik saksi Rahmatia 
dan saksi Riola Haya Nur kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim 
berpendapat adalah tepat untuk memeriksa dan mempertimbangkan 
dakwaan alternatif ke satu; 
 
Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang 
didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu telah terpenuhi, maka 
Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum 
dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang yang terungkap 
dipersidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana 
didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu, dengan kwalifikasi 
sebagaimana tersebut  dalam amar putusan ini; 
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Menimbang, bahwa kenyataan yang diperoleh selama 
persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang 
dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik 
sebagai alasan pembenar dana tau alasan pemaaf yang dapat 
melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh 
karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya; 
 
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung 
jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana 
yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi 
pidana; 
 
Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana 
terhadap diri Terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan 
keadaan-keadaan sebagai berikut:  
Keadaan-keadaan yang memberatkan: 
− Akibat perbuatan Terdakwa, saksi RIOLA HAYA NUR dan 
saksi RAHMATIA mengalami kerugian sekira Rp. 
50.600.000,00 dan perhiasan emas seberat 31 (tiga puluh 
satu) gram; 
− Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya; 
Keadaan-keadaan yang meringankan: 
− Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang 
perbuatannya; 
− Terdakwa belum pernah dihukum 
 
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta 
mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan 
nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat prefentif, 
edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum 
dipandang sudah tepat, dan adalah tidak bertentangan dengan rasa 
keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana 
sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;  
 
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan 
selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan 
penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan 
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seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan 
cukup untuk menangguhkan penahanan terhadap Terdakwa, maka 
harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; 
  
Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti  
bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar 
biaya perkara.  
 
 
2. Analisis Penulis 
Peranan seorang Hakim sebagi pihak yang menjatuhkan 
putusan pemidanaaan tidak mengabaikan hukum atau norma serta 
peraturan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diatur 
dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman. Hakim 
mempunyai substansi untuk menjatuhkan pidana, akan tetapi 
dalam menjatuhkan pidana tersebut Hakim dibatasi oleh aturan-
aturan pemidanaaan, masalah pemberian pidana ini bukanlah 
masalah yang mudah seperti perkiraan orang, karena Hakim 
mempunyai kebebasan untuk memutus atau menetapkan jenis 
pidana, cara pelaksanaan pidana, dan tinggi rendahnya pidana. 
 Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah 
dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat 
berbentuk tertulis maupun lisan. Pada ketentuan pasal 193 KUHAP 
ada beberapa jenis putusan akhir yang dapat dijatuhkan oleh hakim 
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dalam suatu perkara, yaitu putusan bebas, putusan lepas, dan putusan 
pemidanaan.  
Berdasarkan uraian amar putusan diatas, hakim menjatuhkan 
putusan pemidanaan kepada Terdakwa SITTI NURBAYA dengan 
pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, karena 
terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan 
perbuatan tindak pidana penipuan sebagaimana yang diatur dalam 
pasal 378 KUHP.  Hakim telah mengambil pertimbangan dalam 
menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan didasari fakta-fakta 
yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang 
telah ditetapkan sebagai hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya 
adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan 
saksi, barang-barang bukti dan unsur-unsur tindak pidana yang 
didakwakan, dan pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar 
belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi 
terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa 
melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat 
dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu 
Pasal 378 KUHP. 
Dalam kasus penipuan ini, profesi yang di gunakan oleh Terdakwa 
adalah seorang paranormal (orang yang mendoakan)atau lebih tepat 
disebut perdukunan. Seperti yang sudah penulis uraikan pada tinjauan 
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pustaka tentang peraturan-peraturan yang mengatur soal perdukunan, 
bahwa didalam KUHP tepatnya pada Pasal 545 dan Pasal 546 yang 
berbunyi: 
d. Pasal 545 
3) Barangsiapa pencahariannya menjadi ahli nujum meramalkan 
atau menerangkan mimpi, dihukum kurungan enam hari atau 
denda sebanyak-banyaknya Rp. 375,- 
4) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu satu 
tahun sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi 
sitersalah Karena pelanggaran yang serupa itu juga, maka 
hukuman itu dapat dilipat dua. 
 
e. Pasal 546 
Dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda 
sebanyak-banyak Rp. 4.500,- : 
1e. barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan, 
membagikan atau menyediakan untuk dijual atau untuk 
dibagikan jimat, penangkal atau benda lain, dengan berdalih 
benda itu ada kesaktiannya; 
2e.  barangsiapa mengajarkan ilmu atau kepandaian, yang 
maksudnya menerbitkan kepercayaan, bahwa orang dapat 
melakukan perbuatan yang dapat dihukum, dengan tidak 
akan mendapat sesuatu bahaya. 
 
Berkaitan dengan Pasal 545 dan Pasal 546 KUHP,  wawancara 
yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu hakim yang menangani 
kasus dengan nomor perkara 945/Pid.B/2016/PN.Mks yaitu IMAM 
SUPRIYADI, SH., MH., pada Rabu tanggal 01 Februari 2017 pukul 
09.00 WITA menanyakan apa alasan atau pertimbangan hakim tidak 
menerapkan pasal 545 dan pasal 546 KUHP. Hakim menerangkan 
bahwa: 
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“Dalam kasus ini, hakim tidak menerapkan pasal 545 dan Pasal 
546 karena Terdakwa tidak terbukti merupakan seorang 
paranormal walaupun ia sudah di kenal sebagai seorang 
paranormal atau dukun sekitar tahun 2014. Pada saat para saksi 
memberikan keterangan didalam persidangan, Saksi mengatakan 
bahwa saksi merasa terhipnotis sehingga saksi dengan mudah 
percaya bahwa Terdakwa merupakan paranormal atau dukun yang 
dapat mengobati mereka. Lalu pada Pasal 546, hakim tidak 
menerapkannya karena di putusan memang menyebutkan bahwa 
Terdakwa memberikan air untuk kesembuhan selama 9 (sembilan) 
minggu, tetapi air itu bukan diperoleh dari hasil jualan Terdakwa. 
Jadi unsur-unsur dari Pasal 545 dan Pasal 546 didalam KUHP 
tidak terpenuhi.” 
 
Selanjutnya, pada perkara ini putusan yang dijatuhkan oleh Majelis 
Hakim lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal ini 
disebabkan karena adanya keadaan-keadaan yang memberatkan dan 
meringankan bagi terdakwa yang menjadi petimbangan Majelis Hakim 
dalam menjatuhkan putusan. Adapun keadaan-keadaan yang 
memberatkan dan meringankan terdakwa dalam perkara ini yaitu: 
Keadaan-keadaan yang memberatkan: 
− Akibat perbuatan Terdakwa, saksi RIOLA HAYA NUR dan 
saksi RAHMATIA mengalami kerugian sekira Rp. 
50.600.000,00 dan perhiasan emas seberat 31 (tiga puluh 
satu) gram; 
− Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya. 
Keadaan-keadaan yang meringankan: 
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− Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang 
perbuatannya; 
− Terdakwa belum pernah dihukum. 
Menurut penulis, ada beberapa hal yang sepatutnya dicantumkan 
dalam amar putusan sebagai alasan pemberat dan peringanan pidana 
oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa selain yang 
dicantumkan dalam putusan, yaitu : 
Keadaan-keadaan yang memberatkan: 
− Akibat perbuatan Terdakwa, saksi RIOLA HAYA NUR harus 
kehilangan suaminya untuk selama-lamanya karena percaya 
bahwa Terdakwa dapat mengobati mereka dari guna-guna. 
Keadaan-keadaan yang meringankan: 
− Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan factor 
ekonomi dimana Terdakwa harus membiayai pengobatan 
anaknya yang sedang sakit; 
− Terdakwa merupakan seorang ibu yang mana harus 
merawat anaknya yang sedang sakit. 
 
Setelah berbagai hal yang telah dijelaskan di atas beserta fakta-
fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, dan juga tuntutan 
pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan ancaman 
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pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka Majelis Hakim 
melakukan musyawarah dan berpendapat bahwa pidana yang telah 
diputuskan tersebut sudah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan bagi 
para tokoh yang bersangkutan. 
 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 
diatas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :  
1. Penerapan hukum pidana oleh Jaksa Penuntut Umum dan 
Hakim terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam putusan 
Nomor: 945/Pid.B/2016/PN.Mks sudah sesuai dengan 
ketentuan dalam Kitab Hukum Pidana dan Kitab Hukum Acara 
Pidana, terdakwa didakwakan dengan menggunakan dakwaan 
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alternatif yaitu pertama Pasal 378 KUHP dan/atau kedua Pasal 
372 KUHP, dan surat dakwaan yang disusun oleh penuntut 
umum telah memenuhi syarat formil dan materil. Dalam 
tuntutannya, Penuntut Umum menuntut terdakwa bersalah 
melakukan tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP, 
berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam 
persidangan baik bersumber dari keterangan para saksi 
maupun keterangan terdakwa, maka penerapan ketentuan 
pidana pada perkara ini yakni Pasal 378 KUHP telah sesuai dan 
fakta- fakta di persidangan juga membuktikan bahwa terdakwa 
telah cakap menurut hukum dan tidak berada di bawah 
pengampuan, sehingga terdakwa dapat mempertanggung 
jawabkan hasil dari perbuatan yang telah dilakukannya. 
2. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 
terhadap terdakwa dalam putusan Nomor: 
945/Pid.B/2016/PN.Mks terdakwa dipidana dengan pidana 
penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan karena terbukti 
bersalah melakukan tindak pidana penipuan pada Pasal 378 
KUHP. Pertimbangan Hakim dalam menerapkan ketentuan 
pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai dimana 
hakim telah mempertimbangkan baik dari fakta-fakta yang 
terdapat dalam persidangan, keterangan para saksi, keterangan 
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terdakwa, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal 
yang mendukung dan juga sanksi pidana yang diputuskan 
masih dalam kategori ringan, serta tidak menimbulkan efek jera 
kepada terdakwa yang memberikan rasa takut dan trauma bagi 
terpidana pada khususnya, dan khalayak ramai pada umumnya, 
sebagaimana fungsi hukuman pidana pada mestinya.  
 
 
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil analisa yang dikemukakan, maka saran  yang dapat 
diajukan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :  
1. Penulis mengharapkan kinerja aparat penegak hukum yang 
lebih tegas dengan membuat suatu peraturan mengenai tindak 
pidana penipuan dengan motif perdukunan atau pengobatan 
non medis agar aturannya lebih khusus dan lebih spesifik guna 
meminimalisir tindak pidana penipuan dengan motif yang 
berbeda. 
2. Masyarakat diharapkan dapat bekerjasama dengan aparat 
penegak hukum dengan cara berani melaporkan  jika suatu 
kejahatan itu terjadi di sekitar mereka dan berani menjadi saksi 
atas peristiwa tersebut untuk membantu aparat penegak hukum 
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menyelesaikan perkara tersebut dan meminimalisir adanya 
tindak kejahatan. 
3. Masyarakat harus lebih aktif dalam mencari tahu apakah orang 
tersebut memang ahli dalam melakukan pengobatan non medis 
sebelum terjerumus dalam tindak kejahatan tersebut, dan juga 
masyarakat diharapkan  agar tidak mudah tergiur dengan 
pernyataan kesembuhan yang cepat dan praktis tanpa 
memperhatikan dengan seksama prosedur yang akan 
digunakan selama masa pengobatan tersebut serta  lebih 
mempercayakan kesehatannya hanya kepada mereka yang 
lebih berkompeten dibidang kesehatan, misalnya dokter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
101 
 
  
 
 
 
 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
Achmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor  
Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana 1,  Stelsel Pidana, Tindak 
Pidana, teori-teori pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, 
PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 
Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education dan 
PuKAP, Makassar 
Andi Hamzah, 2001, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta 
 ----------------- , 2009, Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) Didalam KUHP,          
                       Sinar Grafika, Jakarta  
Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, 
Jakarta 
Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Refika 
Aditama, Bandung 
102 
 
H.R. Abdussalam, 2006, Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam 
Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat, Restu Agung, Jakarta 
Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktik, dan 
Permasalahannya, PT Alumni, Bandung 
 
M. Hamdan, 2000, Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup, Mandar 
Maju, Bandung 
M. Marwan dan Jimmy P., 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya 
Muhammad Ainul Syamsu, 2016, Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar 
Hukum Pidana, Kencana, Jakarta 
Moeljatno, 2002, Asas-asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta 
P.A.F. Lamintang 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra 
Aditya Bakti, Bandung 
R. Soesilo,1984, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-
Delik Khusus, Politeia, Bogor 
 ------------ ,1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),Politeia,   
                  Bogor 
R. Sugandhi. 1980. Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya.  
Usaha Nasional: Surabaya. 
Sudarsono, 2001, Pengantar Ilmu Hukum, PT Rineka Cipta, Jakarta 
Yahman, 2014, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana 
Penipuan, Kencana, Jakarta 
Yulies Tiena Masriani, 2004, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, 
Jakarta 
 
UNDANG-UNDANG: 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
103 
 
Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
SUMBER LAIN: 
www.suduthukum.com 
www.digilib.uns.ac.id  
id.wikipedia.org 
www.konsultasihukum.org 
 
104 
 
